Sukarno:
“Pancasila”

Kita mendirikan satu negara kebangsaan Indonesia.

Saya minta, saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo daraisagdudara Islam
lain: maafkanlah saya memakai perkataan “kebanfsaidtsaya pun orang Islam.
Tetapi saya meminta kepada saudara-saudara, jahgaaludara-saudara salah
paham jikalau saya katakan bahwa dasar pertama Ibhdahesia ialah dasar
kebangsaan. Itu bukan berarti satu kebangsaan datalyang sempit, tetapi saya
menghendaki satoationale stagtseperti yang saya katakan dalam rapat di Taman
Raden Saleh beberapa hari yang lalu. Sttionale Staatndonesia bukan berarti
staat yang sempit. Sebagai saudara Ki Bagoes Hssbkmo katakan kemarin,
maka tuan adalah orang bangsa Indonesia, bapakptuanrang Indonesia, nenek
tuan pun bangsa Indonesia, datuk-datuk tuan, nem@kang tuan pun bangsa
Indonesia. Di atas satu kebangsaan Indonesia, dafrgang dimaksudkan oleh
saudara Ki Bagoes Hadikoesoemo itulah, kita dasamkgara Indonesia.

Satu Nationale Staat! Hal ini perlu diterangkanHetahulu, meski saya di
dalam rapat besar di Taman Raden Saleh sedikkisadiah menerangkannya.
Marilah saya uraikan lebih jelas dengan mengandoipio sedikit: Apakah yang
dinamakan bangsa? Apakah syaratnya bangsa?

Menurut Renan syarat bangsa: ‘le desir de‘etremhbk®, yaitu kehendak
akan bersatu. Menurut definisi Ernest Renan, mala ynenjadi bangsa yaitu satu
gerombolan manusia yang mau bersatu, yang menasgadbersatu.

Kalau kita lihat definisi orang lain, yaitu defini©tto Bauer, di dalam
bukunya “Die Nationalitatenfrage”, di situ ditanyak “What is eine Nation?” dan
jawabnya ialah: “Eine Nation ist eine aus Schikgatseinschaft erwachsene
Charaktergemeinschaft”. Inilah menurut Oto Bauéu setie. (Bangsa adalah satu
persatuan perangai yang timbul karena persatuain)nas

Tetapi kemarin pun, tatkala, kalau tidak salah,f.P8pepomo mensitir
Ernest Renan, maka anggota yang terhormat Mr. Ydmikata: “verounderd”,
“sudah tua’. Memang tuan-tuan sekalian, definisinest Renan sudah
“verounderd”, sudah tua. Definisi Otto Bauer pudautua. Sebab tatkala Ernest
Renan mengadakan definisinya itu, tatkala Otto Bauengadakan definisinya itu,
tatkala itu belum timbul satu wetenschap baru, datu baru, yang dinamakan
Geopolitik.

Kemarilah, kalau tidak salah, saudara Ki bagoesikdadoemo, atau tuan
Moenandar, mengatakan tentang “Persatuan antang ol@n tempat”. Persatuan
antara orang dan tempat, tuan-tuan sekalian, parsafintara manusia dan
tempatnya!

Orang dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak dagssahkan rakyat
dari bumi yang ada di bawah kakinya. Ernest Rermanatto Bauer hanya sekedar
melihat orangnya. Mereka hanya memikirkan “Gemdiafoya dan perasaan
orangnya. ‘I'ame et le desir'. Mereka hanya mengtnigumi, bumi yang didiami
manusia itu. Apakah tempat itu? Tempat itu ya tesahTanah air itu adalah satu
kesatuan. Allah SWT membuat peta dunia, menyusua gania. Kalau kita
melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan di mé&esatuan-kesatuan” di situ.
Seorang anak kecil pun jikalau ia melihat peta aura dapat menunjukkan bahwa
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kepulauan Indonesia merupakan satu eksatuan. R#l@&ypdapat ditunjukkan satu
kesatuan gerombolan pulau-pulau diantara 2 lausaug yesar, lautan Pasific dan
lautan Hindia, dan diantara 2 benua, yaitu benua éan benua Australia. Seorang
anak kecil dapat mengatakan bahwa, pulau-pulau, ¥aavaatera, Borneo, Selebes,
Halmahera, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku dan lain-pulau kecil diantaranya,
adalah satu kesatuan. Demikian pula tiap-tiap &« dapat melihat pada peta
bumi, bahwa pulau-pulau Nippon yang membentang gadggir Timur benua
Asia sebagai ‘golfbreker’ atau pengadang gelomblamgan pasific adalah satu
eksatuan.

Anak kecil pun dapat melihat, bahwa tanah Indidedaatu kesatuan di
Asia Selatan, dibatasi oleh lautan Hindia yang l&s gunung Himalaya. Seorang
anak kecil pula dapat mengatakan bahwa kepulaugmishadalah satu kesatuan.

Griekenland atau Yunani dapat ditunjukkan sebagti kesatuan pula. Itu
ditaruhkan oleh Allah SWT demikian rupa. Bukan $&paaja, bukan Athene saja,
bukan Macedonia saja, tetapi Sparta plus Athene Macedonia plus daerah
Yunani yang lain-lain, segenap kepulauan Yunanieddsatu kesatuan.

Maka manakah yang dinamakan tanah tumpah daraht&itah air kita?
Menurut Geopolitik, maka Indonesialah tanah aia.kihdonesia yang bulat bukan
Jawa saja, bukan Sumatera saja atau Borneo sajaSatebes saja, atau Ambon
saja, atau Maluku saja, tetapi segenap kepulauag gi@unjuk oleh Allah SWT
menjadi suatu kesatuan antara dua benua dan dug@eenitulah tanah air kita!

Maka jikalau saya ingat perhubungan antara orangefapat, antara rakyat
dan buminya, maka tidak cukuplah definisi yang téikan oleh Ernest Renan dan
Otto Bauer itu. Tidak cukup ‘le desire d’etre enbéat) tidak cukup definisi Otto
bauer ‘aus Schiksalsgemeinschaft erwachsene Chagekteinschaft’ itu. Maaf
saudara-saudara, saya mengambil contoh Minangk&liutara bangsa Indonesia,
yang paling ada ‘le desire d’etre ensemble’, adakftya Minangkabau, yang
banyaknya kira-kira 2,5 milyun. Rakyat itu merasangla satu keluarga. Tetapi
Minangkabau bukan satu kesatuan, melainkan hanyabsayian kecil daripada
kesatuan! Penduduk Yogya pun adalah merasa ‘leedd®tre ensemble’, tetapi
Yogya pun hanya satu bagian kecil daripada satatkas. Di Jawa Barat rakyat
pasundan sangat merasakan ‘le desire d’etre ensenethpi Sunda pun hanya satu
bagian kecil daripada satu kesatuan.

Pendek kata, bangsa Indonesia, Natie Indonesiaantatk sekedar satu
golongan orang yang hidup dengan ‘le desire detreemble’ di atas daerah yang
kecil seperti Minangkabau, atau Madura, atau Yogya) Sunda, atau Bugis, tetapi
bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia, yaagurut geopolitik yang
telah ditentukan oleh Allah SWT, tinggal di kesatoga semua pulau-pulau
Indonesia dari ujung utara Sumatera sampai ke!l@&turuhnya! Karena antara
manusia 70.000.000 ini sudah ada ‘le desire d'emsemble’ sudah terjadi
Charaktergemeinschaft! Natie Indonesia, bangsa nesla, ummat Indonesia
jumlah orangnya adalah 70.000.000, tetapi 70.0@00y¥nhg telah menjadi satu,
satu, sekali lagi satu!

Ke sinilah kita semua harus menuju: mendirikan Bkttionale Staat, di atas
kesatuan bumi Indonesia dari ujung Sumatera sakeplian. Saya yakin tidak ada
satu golongan diantara tuan-tuan yang tidak mufddaak Islam maupun golongan
yang dinamakan “golongan kebangsaan”. Ke sinil#d lkarus menuju semuanya.
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Saudara-saudara, jangan orang mengira, bahwaid@piegara merdeka
adalah satu nationale staat! Bukan Pruisen, bulaarén, bukan Saksen adalah
nationale staat, tetapi seluruh Jermanialah sdtanade staat. Bukan bagian kecil-
kecil, bukan Venetia, bukan Lombardia, tetapi séiurtaliah, yaitu seluruh
semenanjung di Laut Tengah, yang di utara dibataki pegunungan Alpen, adalah
nationale staat. Bukan Benggala, bukan Punyab, bihar dan Orissa, tetapi
seluruh segi-tiga Indialah nanti harus menjadiamatie staat.

Demikian pula bukan semua negeri-negeri di tanakita yang merdeka di
jaman dahulu, adalah natonale staat. Kita hanyali2nkengalami nationale staat,
yaitu zaman Sriwijaya dan di zaman Majapahit. Qirlitu kita tidak mengalami
natonale staat. Saya berkata dengan penuh horrpatd&ekita punya raja-raja
dahulu, saya berkata dengan beribu-ribu hormat deep&ultan Agung
Hanjokrokoesoemo, bahwa Mataram meski pun merdekarb nationale staat.
Dengan perasaan hormat kepada Parbu SiliwangijdjaPan, saya berkata bahwa
kerajaannya bukan nationale staat. Dengan perdsaamat kepada Prabu Sultan
Agung Tirtayasa, saya berkata, bahwa kerajaannyadien, meskipun merdeka,
bukan satu nationale staat. Dengan perasaan h&apata Sultan Hasanuddin di
Sulawesi yang telah membentuk kerajaan Bugis, baykata bahwa tanah Bugis
yang merdeka itu bukan nationale staat.

Nationale staat hanya Indonesia seluruhnya, yalad teerdiri di zaman
Sriwijaya dan Majapahit dan yang kini pula kita dsrdirikan bersama-sama.
Karena itu jikalau tuan-tuan terima baik, marilalta kmengambil sebagai dasar
negara yang pertama, kebangsaan Indonesia. Kel@ndisdonesia yang bulat!
Bukan kebangsaan jawa, bukan kebangsaan Sumaitien kebangsaan Borneo,
Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tetapi kebangsaadohesia yang bersama-sama
menjadi dasar satu nationale staat...

Saudara-saudara. Tetapi...tetapi...memang prinsip ksban ini ada
bahayanya! Bahayanya ialah, mungkin orang merukamgasionalisme menjadi
chauvinisme, sehingga berpaham ‘Indonesia ubes’alleilah bahayanya, kita
cinta tanah air yang satu merasa berbangsa yamgnsampunyai bahasa yang satu.
Tetapi tanah air kita Indonesia hanya satu bagizil kaja daripada dunia! Ingatlah
akan hal ini.

Gandhi berkata: “Saya seorang nasionalis, tetapamkgsaan saya adalah
perikemanusiaan”. “My nationalism is humanity”.

Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaanmangendiri, bukan
chauvinisme sebagai dikobar-kobarkan orang di Eromag mengatakan,
“Deutchland uber alles’, tidak ada yang setinggmbmia, yang katanya bangsanya
minulyo, berambut jagung dan bermata biru ‘bangs&’Ayang dianggapnya
tertinggi di atas dunia, sedang bangsa lain-lalaktiada harganya. Jangan kita
berdiri di atas asas demikian. Tuan-tuan jangakabeibahwa bangsa Indonesialah
yang terbagus dan termulia, serta meremehkan badagsaKita harus menuju
persatuan dunia, persaudaraan dunia.

Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesadeka, tetapi kita
harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa

Justru inilah prinsip saya yang kedua. Inilah fiiesch principe yang nomro
dua, yang saya usulkan kepada tuan-tuan yang bdaaya namakan
‘internasionalisme’. Tetapi jikalau saya katakareinasionalisme bukanlah saya
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bermaksud kosmopolitisme yang tidak mau adanyarigdaan yang mengatakan
tidak ada Indonesia, tidak ada Nippon, tidak adanBj tidak ada Inggris, tidak ada
Amerika dan lain-lainnya.

Internasionalisme tidak dapat hhidup subur kaldaktiberakar di dalam
buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat ghidubur kalau tidak hidup
dalam taman sarinya internasionalisme. Jadi duairiadaudara, prinsip 1 dan
prinsip 2, yang pertama-tama saya usulkan kepada-tian sekalian, adalah
bergandengan erat satu sama lain.

Kemudian, apakah dasar yang ketiga? Dasar itu @dalr mufakat, dasar
perwakilan, dasar permusyawaratan. Negara Indobeken satu negara untuk satu
orang, bukan satu negara untuk satu golongan watagplongan kaya. Tetapi kita
mendirikan negara ‘semua buat semua’, ‘satu buatiaesemua buat satu’. Saya
yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negérdonesia ialah
permusyawaratan perwakilan.

Untuk pihak Islam ialah tempat yang terbaik untuknmelihara agama. Kita,
saya pun adalah orang Islam—maaf beribu maaf kesksh saya jauh belum
sempurna—tetapi kalau saudara-saudara membukapsaya dada, dan melihat
saya punya hati, tuan-tuan akan dapati tidak ldektbukan, hati Islam. Dan hati
Islam Bung Karno ini ingin. membela Islam dalam nkata dalam
permusyawaratan. Dengan cara mufakat kita perisaiala hal juga, keselamatan
agama, yaitu dengan jalan pembicaraan atau permvaesy@an dalam Badan
Perwakilan Rakyat.

Apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di andal
permusyawaratan. Badan perwakilan inilah tempaa kibtuk mengemukakan
tuntutan-tuntutan Islam. Di sinilah kita usulkarpkda pemimpin-pemimpin rakyat
apa-apa yang kita rasa perlu bagi perbaikan. likelemang kita rakyat Islam
marilah kita bekerja sehebat-hebatnya agar sugapagian yang terbesar daripada
kursi-kursi badan perwakilan rakyat yang kita adalauduki oleh utusan-utusan
Islam. Jikalau memang rakyat Indonesia rakyat \zagjan besarnya rakyat Islam,
dan jikalau memang Islam di sini agama yang hidepkdibar-kobar di dalam
kalangan rakyat, marilah kita pemimpin-pemimpin ggarakkan segenarp rakyat
itu agar supaya mengerahkan sebanyak mungkin utiisaan Islam ke dalam
Badan Perwakilan ini. Ibaratnya Badan Perwakildtyat 100 orang anggotanya,
marilah kita bekerja sekeras-kerasnya agar sup2ya0 80, 90 utusan yang duduk
dalam perwakilan rakyat ini orang Islam, pemuka-pkan Islam. Dengan
sendirinya, hukum-hukum yang keluar dari Badan Bkian Rakyat itu hukum
Islam pula. Malahan saya yakin jikalau hal yang ittéan itu nyata terjadi, barulah
boleh dikatakan bahwa agama Islam benar-benar-iehap di dalam jiwa rakyat
sehingga 60 persen, 70 persen, 80 persen, 90 petssan adalah orang islam,
pemuka-pemuka Islam, ulama-ulama Islam. Maka sagrkala, baru jikalau
demikian, hiduplah Islam Indonesia, dan bukan Istiatas bibir saja. kita berkata
90 persen daripada kita beragama Islam, tetapildinadidalam sidang ini yang
memberikan suaranya kepada Islam? Maaf seribu rsag§ tanya hal itu! Bagi
saya hal itu adalah satu bukti bahwa Islam belwnhsehidup-hidupnya di dalam
kalangan rakyat. Oleh karena itu saya minta kepadaara-saudara sekalian baik
yang bukan Islam maupun terutama yang Islam, skthjprinsip nomor tiga ini
yaitu prinsip permusyawaratan perwakilan. Dalamva&ilan nanti, ada perjuangan
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sehebat-hebatnya, tidak ada satu staat yang hietuplietul hidup jikalau di dalam
badan perwakilannya tidak seakan-akan bergolak mién@tawah cadradimuka
kalau tidak ada perjuangan paham di dalamnya. 8adlalam staat Islam maupun
di dalam staat Kristen perjuangan selamanya adamakh prinsip nhomor 3,
prinsip mufakat, prinsip perwakilan rakyat! Di dalgperwakilan rakyat saudara-
saudara Islam dan saudara-saudara Kristen beklerpdhebat-hebatnya, kalau
misalnya orang Kristen ingin bahwa tiap-tiap lettierdalam peraturan-peraturan
negara Indonesia harus menurut Injil bekerjalahi-matian agar supaya sebagian
besar daripada utusan-utusan yang masuk badan kiamnvedonesia ialah orang
Kristen. Itu adil—fair play! Tidak ada satu negdraleh dikatakan negara hidup
kalau tidak ada perjuangan di dalamnya. Jangandkifairki tidak ada perjuangan.
Jangan kira dalam negara Nippon tidak ada pergespikran. Allah SWT
memberi pikiran kepada kita agar supaya dalam pé&gakita sehari-hari kita
selalu bergosok seakan-akan menumbuk, membersigklah supaya keluar
daripadanya beras dan beras itu akan menjadi ndsnésia yang sebaik-baiknya.
Terimalah saudara-saudara prinsip nomor tiga, yaihsip permusyawaratan.

Prinsip nomor 4, sekarang saya usulkan. Saya dndéba hari ini belum
mendengarkan prinsip itu, yaitu prinsip kesejat#eraprinsip: tidak akan ada
kemiskinan di dalam Indonesia merdeka...jangan saukiea bahwa kalau badan
perwakilan rakyat sudah ada, kita dengan sendisogiah mencapai kesejahteraan
ini. Kita sudah lihat di negara-negara Eropa adalakdan perwakilan adalah
parlementaire democratie. Tetapi tidakkah di Ergpatru kaum kapitalis
merajalela?

Di Amerika ada suatu badan perwakilan rakyat, ddakkah di Amerika
kaum Kapitalis merajalela? Tidakkah di seluruh lzerBarat kaum Kapitalis
merajalela? Padahal ada badan perwakilan rakyat!ldia tak bukan sebabnya,
ialah oleh karena badan-badan perwakilan rakyaj geadakan di sana itu, sekedar
menurut resepnya Fransche Revolutie. Tak lain tddai adalah yang dinamakan
Democratie disana itu hanyalah Politicke Democrsdig; semata-mata tidak ada
Sociale Rechtvaardigheid-tak ada keadilan sosialakt ada Ekonomische
Democratie sama sekali. Saudara-saudara, saya #gigat kalimat seorang
pemimpin Perancis, Jean Jaures, yang menggambBiaieke Democratie. “Di
dalam Parlementaire Democratie”, kata Jean Jalicksdalam Parlementaire
Democratie, tiap-tiap orang mempunyai hak sama. Pialkieke yang sama, tiap-
tiap orang boleh memilih, tiap-tiap orang boleh nkadi dalam Parlemen. Tetapi
adakah Sociale rechtvaardigheid, adakah kenyatzmejdhteraan di kalangan
Rakyat?” Maka oleh karena itu Jean Jaures Berkagta |

“Wakil kaum buruh yang mempunyai hak Politiek itli,dalam Parlemen
dapat menjatuhkan minister. la seperti Raja tethpilalam dia punya tempat
bekerja di dalam pabrik—sekarang ia menjatuhkanistein besok dia dapat
dilempar ke luar ke jalan raya, dibikin werkloadak dapat makan suatu apa”.

Adakah keadaan demikian ini yang kita kehendaki?

Saudara-saudara saya usulkan: Kalau kita mencarokdasi hendaknya
bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yaegnberi hidup, yakni
politiek-ecomonische democratie yang mampu mend&tankesejahteraan sosial!
Rakyat Indonesia sudah lama bicara tentang haApakah yang dimaksud dengan
Ratu-Adil? Yang dimaksud dengan paham Ratu-Adil lahia sociale
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rechtvaardigheid Rakyat ingin sejahtera. Rakyat yang tadinya nzerdisinya
kurang makan kurang pakaian, menciptakan dunia pang di dalamnya ada
keadilan, di bawah pimpinan Ratu-Adil. Maka oleldra itu, jikalau kita memang
betul-betul mengerti, mengingat, mencinta rakyatohesia, marilah kita terima
prinsip hal sociale rechtvaardigheid ini, yaitu boksaja persamaan politiek,
saudara-saudara tetapi pun di atas lapangan ekokibaiharus mengadakan
persamaan, artinya kesejahteraan bersama yand-$elanya.

Saudara-saudara, badan permusyawaratan yang kitalaiat, hendaknya
bukan badan permusyawaratan politiek democraie setgpi badan yang bersam
dengan masyarakat dapat mewujudkan dua prinsiftigkotechtvaardigheid dan
sociale rechtvaardigheid. Kita akan bicarakan lalthi bersama-sama, saudara-
saudara di dalam badan permusyawaratan...

Prinsip yang kelima hendaknya: Menyusun Indonesierdgka dengan
bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa.

Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesid bkean, tetapi masing-
masing orang Indonesia hendaknya bertuhan Tuhaseyaliri. Yang Kristen
menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yistem bertuhan menurut
petunjuk Nabi Muhammad SAW, orang Budha menjalankeadahnya menurut
kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah k#Esanya bertuhan. Hendaknya
negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap oggndapat menyembah Tuhannya
dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknydan secara kebudayaan.
Yakni dengan tiada ‘egoisme-agama’. Dan hendakng@ahh Indonesia satu
Negara yang bertuhan!

Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islarappun Kristen, dengan
cara yang berkeadaban. Apakah cara yang berkeaddbanlalah hormat
menghormati satu sama lain. Nabi Muhammad SAW tet@mberi bukti yang
cukup tentang verdraagzaambheid, tentang menghoagatna-agama lain. Nabi Isa
pun telah menunjukkan verdraagzaamheid itu. Markdahd di dalam Indonesia
Merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu,yat@kan: bahwa prinsip kelima
daripada negara kita ialah, Ketuhanan yang berkstaah, Ketuhanan yang
berbudi pekerti yang luhur, Ketuhanan yang hormatghormati satu sama lain.
Hatiku akan berpesta raya jikalau saudara-saudagayetujui bahwa negara
Indonesia merdeka berazaskan Ketuhanan Yang Matia Es

Di sinilah dalam pengakuan azas yang kelima initstudara-saudara
segenap agama yang ada di Indonesia sekarangadni rakndapat tempat yang
sebaik-baiknya. Dan negara kita akan bertuhan pula!

Ingatlah prinsip ketiga, permufakatan, perwakildinsitulah tempatnya kita
mempropagandakan ide kita masing-masing dengan cgaag tidak
overdraagzaam, yaitu dengan cara yang berkebudayaan

Saudara-saudara! “Dasar-dasar Negara” telah sayakans Lima
bilangannya. Inikah Panca Dharma? Bukan! Nama P&i@ama tidak tepat di
sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita menrbkan dasar. Saya senang
kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islammal jumlahnya. Jari kita lima
setangan. Kita mempunyai panca indera. Apalagi Yiamg bilangannya? (seorang
yang hadir: pendawa lima). Pendawa pun lima oraagi8ekarang banyaknya
prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakasejldteraan, dan ketuhanan,
lima pula bilangannya.
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Namanya bukan Panca Dharma tetapi—saya namakalemgian petunjuk
seorang teman kita ahli bahasa—namanya ialah PaifecaSila artinya asas atau
dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mégatirinegara Indonesia kekal dan
abadi.

Atau barangkali ada saudara-sadudara yang tidak akén bilangan lima
itu? Saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja.&atghudara tanya kepada saya,
apakah ‘perasan’ yang ketiga itu? Berpuluh-puldtumasudah saya pikirkan dia,
ialah dasar-dasarnya Indonesia merdeka, weltangsogakita. Dua dasar yang
pertama, kebangsaan dan internasionalisme, kelmmgksa prikemanusiaan saya
peras menjadi satu, itulah yang dahulu saya namsd@o-nationalisme.

Dan demokrasi yang bukan demokrasi Barat, tetafiiggeeconomische
democratie, yaitu politieke democratie dengan $eaiechtvaardigheid, demokrasi
dengan kesejahteraan, saya peraskan pula menjadi Isdah yang dulu saya
namakan socio-democratie.

Tinggal lagi ketuhanan yang menghormati satu sama |

Jadi yang asalnya lima itu telah menjadi tiga: co@tionalisme, socio-
democratie dan ketuhanan. Kalau tuan senang kegadmlik 3, ambillah yang 3
ini. Tetapi barangkali tidak semua tuan-tuan serderggan kepada tri sila ini dan
minta satu dasar saja? baiklah saya jadikan saya, lsumpulkan lagi menjadi satu.
Apakah yang satu itu?

Sebagai tadi telah saya katakan: kita mendirikayargelndonesia yang kita
semua harus mendukungnya. Semua buat semua! BuksterKbuat Indonesia,
bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadder®® buat Indonesia, bukan
Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang kdyet Indonesia, tetapi
Indonesia buat Indonesia—semua buat semua! Jikségia peras yang lima
menjadi 3, dan yang 3 menjadi 1, maka dapatlah Satyaperkataan Indonesia yang
tulen, yaitu perkataan “gotong royong”. Negara meia yang kita dirikan
haruslah negara gotong royong! Alangkah hebatngaalkh gotong royong!

“Gotong royong” adalah paham yang dinamis, lebimadiis dari
‘kekeluargaan’, saudara-saudara! Kekeluargaan ladala paham yang statis tetapi
gotong royong menggambarkan satu usaha, satu aafl, pekerjaan, yang
dinamakan anggota yang terhormat Soekardjo sattokaatu gawe. Marilah kita
menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan, amal inisamea-sama! Gotong royong
adalah pembantingan tulang bersama, pemerasang&erbersama, perjuangan
bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentisganua, keringat semua buat
kebahagiaan semua. Holopis-kuntul-baris buat képgam bersama! Itulah gotong
royong!

Prinsip gotong royong diantara yang kaya dan yataktkaya, antara yang
Islam dan yang Kristen, antara yang bukan Indontedgs dengan peranakan yang
menjadi bangsa Indonesia. Inilah saudara-saudaag ysaya usulkan kepada
saudara-saudara.

Sumber Petikan ini berasal dari pidato yang disampaigada 1 Juni 1945
di depan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemeaiddkaonesia. (Direproduksi
dalam, Feith & Castles, 1988: 15-26)
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Mohammad Hatta:
“Masyarakat Kolonial dan Cita-cita Demokrasi Sosial

Di mata perekonomian kapitalis yang datang menyerimdonesia
merupakan suatu perkebunan besar. Eksploitasirdasalikan kepada dua faktor
yang menguntungkan, yaitu tanah yang subur dan bpalh yang murah. Dua
faktor yang memperbesar tenaga konkurensi! Prodtiksk dilakukan untuk
memuaskan keperluan di dalam negeri, melainkan kuggaisar dunia yang
menjamin keuntungan yang sebesat-besarnya. Setlageh penjualan barang-
barang industri Nedherland, Indonesia belum beggtinarga. Fungsi ekonominya
yang terutama ialah sebagai daerah produksi semmtt®- Karena ituexport-
economianenjadi corak perekonomian Hindia-Belanda.

Ditilik dari struktur politiknya, Hindia-Belanda megpakan suatwPolitie-
Staaf suatu bentuk organisasi negara yang sesuai deiitgatita si penjajah untuk
menguasai seluruhnya, politik, ekonomi dan so$ialsitu tidak ada tempat bagi
demokrasi. Semuanya tersusun di dalsisiem hierarchi pangreh praja, polisi,
tentara. Di dalam sistem itu ditempatkan, sebagkinya, organisasi yang rasional
daripada yang disebintlands Bestuuyang berpucuk pada Bupati. Di atas pundak
bupati itu tersusun suatu sisteduropees Bestuuyang kukuh, yang menyusun
perintah yang akan disampaikan ke bawah dan mekgadpengwasan atas
pegawai-pegawai pemrintah bumi putera. Yang teratdrhargai bukan pegawai
bumiputera yang cakap dan bercita-cita, melainkameka yang paling pandai
menjalankan perintah.

Karena itulah maka masyarakat Indonesia, yangkemtelan tertindas di
bawah, tidak bisa berkembang dan bertunas. Sendakam kapitalisme masuk ke
dalam masyarakat Indonesia, semakin rusak penghidupkyat yang tidak
mempunyai pertahanan lagi. Sendi-sendi masyaradatun karena tiga macam
sistem penghisapan yang dilakukan berturut-turlens® tiga abad, yaitu sistem
OIC, cultuurstelseldan sistem inisiatif partikulir. Dan dalam segpénerasan itu,
pemerintah jajahan di mana perlu bersikap—menuait KIE Stokvis-als de
natuurlijke hoeder van het koloniale kapitalisme.

Dengarlah pula betapa hebatnya Prof. Boeke mengm&anh kerusakan
sosial yang ditimbulkan oleh kapitalisme kolontaldi Indonesia:

“Asas-asas liberal yang menempatkan orang-seorangiuka sebagai
sendiri perusahaan dan serangan kapitalisme, netahbuhkan di Indonesia—Ilebih
lagi di Eropa—sendi-sendi persekutuan hidup dangma&iau kaum yang lemah
menyerbukan diri ke dalam perjuangan sosial yargjtbbesedih. Kita semuanya
tahu, bahwa kapitalisme yang berusia penuh ini kdsu Indonesia sebagai
perampas dan melakukannya dalam beberapa puluh $alfau lebih ganas lagi dari
di Eropa tampak di tanah jajahan bekas politik,gyaerpedoman kepada keperluan
mereka yang mempunyai alat yang cukup, pengetayaa tinggi dan senantiasa
siap untuk berjuang. Politik perekonomian yang mekabpintu Indonesia untuk
kapitalis yang keras hati, politik perhubungan yamendekatkan segala yang jauh
dan merombak pagar persaingan, asas kemerdekadaghrg yang membukakan
pintu kepada lawan bersaing dari luar, kemerdeka@sar yang mempertajam
persaingan perniagaan dalam negeri, aturan bayak psang semakin lama
semakin dilakukan dengan uang dan mengenai digiosasg, undang-undang dan
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pengadilan cara Barat, politik, pendidikan—semuaiiya merombak susunan

pergaulan hidup anak negeri serta organisme sgsiafj ada, sehingga orang
banyak yang bertenaga lemah tidak sanggup bert&eaisekutuan sosial yang ada
diruntuhkan dengan tidak diganti dengan yang bdioancurkan dengan tidak

didirikan tukarannya, kemelaratan ditimbulkan dentidak membangkitkan tenaga
yang baru, dan karena itu hasilnya membinasakaarsgah manusia.”

Ini bukan ucapan seorang revolusioner Indonesidaink@n hasil analisa
ilmiah dari seorang ekonom kolonial yang dalam g&aa kemanusiaannya.

Pengetahun ini beserta penghidupan rasial dan idhdiv yang dialami
sehari-hari memberikan isi kepada cita-cita Ind@anéerdeka di kemudian hari.
Dan pengetahuan tentang cita-cita kolonial Belaydag tidak memberikan tempat
sedikit pun kepada tujuan Indonesia berpemeringaitlis, memperkuat semangat
kebangsaan. “Indonesia Merdeka, bersatu dan tetpisah-pisah” serta “berjuang
atas kekuatan tenaga sendiri” menjadi semboyanepkgn nasional. Ucapan
pemimpin-pemimpin Belanda seperti H. Colijn, yangngatakan, bahwa kepada
kaum pergerakan Indonesia harus ditegaskan bahvkaagaan Belanda di
Indonesia kuat duduknya seperti Mont-Blanc di &tgen, hanya dapat membakar
semangat kebangsaan Indonesia yang sudah berkobar.

Menundukkannya tak mungkin lagi!

Demikianlah lahir dalam pangkuan kemerdekaan dakuipat dari pada
sila yang lima yang menjadi sendi negara sekarpagkemanusiaan, persatuan
Indonesia, kedaulatan rakyat dan keadilan sosahuanya itu cita-cita buat masa
datang sebagai reaksi kepada realitet yang paserigsaraan rakyat, penghinaan
bangsa, pemerasan dan penderitaan nasional, dhbswedu kekuasaan autokrasi
kolonial.

Indonesia Merdeka di masa datang mestilah negas®nad, bersatu dan
tidak terpisah-pisah, bebas dari penjajahan asatandrupa apa pun juga, politik
maupun ideologi. Dasar-dasar perikemanusiaan Harlagksana dalam segala segi
penghidupan, dalam perhubungan antara seorang rieegaang, antara majikan
dan buruh, antara bangsa dan bangsa. Lahir dalajmapgan menentang
penjajahan, cita-cita perikemanusiaan tidak sajasifa¢ anti-kolonial dan
antiimperialis, tetapi juga menuju kebebasan manusari segala tindasan.
Pergaulan hidup harus diliputi oleh suasana kekgha#n dan persaudaraan.
Literatur sosial yang banyak dibaca dan perger&kam buruh Barat yang dilihat
dari jauh dan dari dekat, memperkuat cita-citarienjadi keyakinan.

Perasaan itu, yang begitu meresap di dalam jiwa@gepakan nasional,
dinyatakan kemudian sebagai pendirian pokok di daMukaddimah Undang-
undang Dasar Republik Indonesia, “bahwa sesunggutkeynerdekaan itu ialah
hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka pemjajdihatas dunia harus
dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikensamudan perikeadilan.”

Apabila Universal Declaration of Human Rightgang 30 pasal, yang
diterima sebagai usul di dalam sidang PBB di Ppada tanggal 10 Desember
1948, memuat pasal 1 bahat human beings are born free and equal in dignity
and rights maka pernyataan ini terdengar oleh penganjurgogogindonesia yang
berjuang dahulu sebagai pemuda dan perintis, selsageanya sendiri. Mereka
merasa, seolah-olah orang mau merealisasi citargtaka yang lama itu di dalam
pergaulan hidup internasional. Apabila cita-citar isudah dipandang patut
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dilaksanakan dalam hubungan internasional, apakakan ditinggalkan di dalam
hubungan nasional?

Suatu masalah yang prinsipil lagi harus dipecahdlNa Indonesia sampai
merdeka, bagaimanakah mestinya bentuk negaranya®jal@man dengan
pemerintahan autokrasi kolonial dalam bentuk negapmlisian menghidupkan di
dalam kalbu kaum muda Indonesia cita-cita negakarmuang demokratis. Negara
itu haruslah berbentuk Republik, berdasarkan kedawlrakyat. Tetapi paham
kedaulatan rakyat yang dipahamkan dan dipropagamndattalam kalangan
pergerakan nasional berlainan dengan konsepsi Bawssyang bersifat
individualisme. Kedaulatan rakyat ciptaan Indonésieus berakar dalam pergaulan
hidup sendiri yang bercorak kolektivisme. Demokrasdonesia harus pula
perkembangan daripada demokrasi Indonesia yangSastiangat kebangsaan yang
tumbuh sebagai reaksi terhadap imperialisme daitadlisme Barat, memperkuat
pula keinginan untuk mencari sendi-sendi bagi regasional yang akan dibangun
dalam masyarakat sendiri. Demokrasi Barat aprigtah ditolak.

Dalam mempelajari Revolusi Perancis 1789, yangeteaksebagai sumber
Demokrasi Barat, ternyata bahwa trilogi “kemerdekagpersamaan dan
persaudaraan” yang menjadi semboyannya tidak setek di dalam praktek. Itu
tidak mengherankan, karena Revolusi Perancis nseg&bagai revolusi individual
untuk memerdekakan orang-orang dari ikatan feadaliskemerdekaan individu
diutamakan. Dalam merealisasinya orang lupa akamgkeaannya dengan
persamaan dan persaudaraan.

Selagi Revolusi Perancis tujuannya hendak melaksanaita-cita sama-
rata sama rasa—sebab itu di sebelah kemerdekaamidinddikemukakan
persamaan dan persaudaraan—demokrasi yang diptaktelkanya membawa
persamaan politik.

Dalam politik hak seseorang sama dengan yanghkaiya dan miskin, laki-
laki dan perempuan sama-sama menyukai hak untukiliinegan dipilih menjadi
anggota dewan perwakilan rakyat. Tetapi lebih dariidak ada persamaan. Dalam
perekonomian tetap berlaku dasar tidak-sama. Malatl@engan berkobarnya
semangat individualisme, yang dihidupkan oleh ResioPerancis, kapitalisme
subur tumbuhnya. Pertentangan kelas bertambah ,hgbaindasan yang lemah
ekonominya oleh yang kuat bertambah kejam. Di maaa pertentangan yang
hebat antara berbagai kepentingan, di mana adahgamioyang menindas dan
tertindas, di situ sukar di dapat persaudar&elselbertanggungjawab sendiri di
dalam ekonomi membawa akibat, bahwa hidup burulehterjamin selama ia kuat
dan dapat bekerja. la terlempar dan terlantar, ip&b sudah tua dan sakit-sakit
dan tenaganya bekerja sudah lemah.

Nyatalah, bahwa demokrasi yang semacam itu tidakkeselengan cita-cita
perjuangan Indonesia yang menciptakan terlaksandasar-dasar perikemanusiaan
dan keadilan sosial. Demokrasi politik saja tidapat melaksanakan persamaan
dan persaudaraan. Di sebelah demokrasi politik shamla berlaku demokrasi
ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka, pessanudan persaudaraan tidak
ada. Sebab itu cita-cita demokrasi Indonesia ialemokrasi sosial, meliputi
seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib sianCita-cita keadilan sosial
yang terbayang di muka, dijadikan program untukldibnakan di dalam praktek
hidup nasional di kemudian hari.
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Jika ditilik benar-benar, ada tiga sumber yang rhe&hgkan cita-cita
demokrasi sosial itu di dalam kalbu pemimpin-pemimindonesia di waktu itu.
Pertama paham sosialisme Barat, yang menarik perhatiarekaekarena dasar-
dasar perikemanusiaan yang dibelanya dan menjadinga. Kedua, ajaran Islam,
yang menuntut kebenaran dan keadilan llahi dalasyarakat serta persaudaraan
antara manusia sebagai makhluk Tuhan, sesuai desiigarmllah yang pengasih
dan penyayang. Ketiga, pengetahuan bahwa masyaha#tahesia berdasarkan
keloktivisme. Paduan semuanya itu hanya mempetepdkinan, bahwa bangun
demokrasi yang akan menjadi dasar pemerintahamési®m Merdeka di kemudian
hari haruslah suatu perkembangan daripada demakshsiyang berlaku di dalam
desa Indonesia.

Negara-negara Indonesia lama adalah negara fe@oha),dikuasai oleh raja
autokrat. Sungguh pun begitu, di dalam desa-desansidemokrasi terus berlaku,
tumbuh dan hidup sebagai adat-istiadat. Bukti imnemam keyakinan, bahwa
demokrasi Indonesia yang asli kuat bertahan, lidugnya, tidak lakang dek
poaneh, indak lapuak dek hujan. Inilah pula dasarapa sebab demokrasi asli itu
begitu di-idealisir di dalam pergerakan kebangsisulu. Banyak pemimpin yang
menganggaonya sudah cukup lengkap untuk dijadikesardpemerintahan negara
modern. “Angkatan feodalisme dan kapitalisme yargimdasnya—demikian kata
mereka—ia akan kembang ke atas dan hidup dengamnyabdi atas rumpun yang
sehat!”

Analisa sosial menunjukkanm bahwa demokrasi astiomesia kuat
bertahan di bawah feodalisme, karena tanah sefadar produksi yang terpenting
adalah milik bersama kepunyaan masyatakat desaarBukpunyaan raja. Dan
sejarah sosial di benua Barat memperlihatkan badasa zaman feodalisme milik-
tanah adalah dasar kemerdekaan dan kekuasaan. \@iagahilang haknya atas
tanah, hilang kemerdekaannya. la terpaksa mengugidn hidupnya kepada
orang lain; ia menjadi budak pekarangan tuan taB#&pa yang memiliki tanah
yang luas, ia mempunyai kekuasaan, dan besar lakmwiats sepadan pula dengan
luas tanah yang dimiliki.

Oleh karena dalam Indonesia dahulu-kala milik taredelah pada
masyarakat desa, maka demokrasi desa boleh ditimdagnya oleh kekuasaan
feodal yang meliputinya, dari atas, tetapi tidalpatadilenyapkan. Berdasarkan
milik bersama atas tanah, maka tiap-tiap orangasgpidalam mempergunakan
tenaga ekonominya merasa perlu akan persetujuanrigeu Kelanjutan daripada
itu didapati pula, bahwa segala usaha yang beaaty tidak dikerjakan oleh tenaga
orang-seorang, dikerjakan bersama secara gotompgoyBukan saja hal-hal yang
menurut sistem yuridis barat termasuk ke dalamrgggla hukum publik dikerjakan
begitu, tetapi juga mengenai hal-tmive, seperti mendirikan rumah, mengrajakan
sawah, mengantar mayat ke kubur dan lain-lainngkat Aidup semacam itu, yang
berdasarkan hak-hak milik bersama tadi atas tamabmbawa kebiasaan
bermusyawarah. Segala keputusan tentang soal-aogl mnengenai kepentingan
umum diambil dengan kata sepakat. Seperti disedlaind pepatah Minangkabau:
bulat air karena pembuluh, bulat kata karena mufaKabiasaan menetapkan
keputusan dengan mufakat menimbulkan kebiasaanadakgn rapat pada tempat
yang tertentu, di bawah pimpinan kepala desa. S8egr@ng dewasa anggota asli
desa berhak hadir dalam rapat itu.
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Dengan itu belumlah lengkap disebut anasir-anaminakrasi dalam desa
Indonesia yang asli. Ada dua lagi, yaitu hak umhéngadakan protes bersama atas
peraturan-peraturan raja yang dirasakan tidak dali,hak rakyat untuk menyingkir
dari daerah di bawah kekuasaan raja, apabila iasadidak senang lagi hidup di
sana. Benar atau tidak, yang kemudian ini serirmpgtiap sebagai hak orang-
seorang untuk menentukan nasib sendiri. Sepestatikii, hak mengadakan protes
bersama biasa dilakukan sampai pada masa yangiakhipabila rakyat merasa
keberatan sekali atas peraturan yang diadakan Blgiati atau Wedana atau
pembesar lainnya, maka kelihatan banyak sekaligodatiang ke alun-alun dan
duduk di sana beberapa dengan tiada berbuat apafagak sering rakyat
Indonesia dahulu, yang bersifat sabar dan suka mgnberbuat begitu. Akan
tetapi, apabila ia sampai berbuat begitu, makamenjadi pertimbangan bagi
penguasa, apakah ia akan mencabut kembali atawivemgerintahnya.

Kelima anasir demokrasi asli itu: rapat, mufakalpig menolong atau
gotong royong, hak mengadakan protes bersama daméayingkirkan diri dari
kekuasaan raja, dipuja di dalam lingkungan pergarakasional sebagai pokok
yang kuat bagi demokrasi sosial, yang akan dijadd@sar pemerintahan Indonesia
Merdeka di masa datang.

Analisa yang dikerjakan kemudian dengan tenangadetari keinginan
meidealisir segala yang asli dari kita, menunjukkahwa tidak semuanya mana
yang nampak bagus pada demokrasi desa dapat dipaggii saja pada tingkat
negara. Mufakat yang dipraktekkan di desa-desah im@engambil keputusan
dengan kata sepakat, dengan persetujuan semuanggeiahs masaahnya
diperbincangkan dengan panjang lebar. Sebelum patdeata sepakat, belum
diambil keputusan, dan halnya terus dibicarakandaam dan di luar rapat.
Keputusan dengan mufakat tidak mungkin tercapaiadam Dewan Perwakilan
Rakyat, di mana terdapat berbagai partai dan garigan politik. Dalam hal ini,
mau tidak mau, orang harus menerima sistem demoBeaat, yaitu mengambil
keputusan dengan suara terbanyak.

Sebaliknya, ‘mufakat’ yang dipaksakan sebagaimanianl terjadi di negeri-
negeri totaliter tidaklah sesuai dengan oaham desmsokndonesia, sebab mufakat
baru jadi sebagai hasil daripada permusyawaratang@h tidak ada musywarat,
dimana tiap-tiap orang berhak untuk menyatakan gestdya, tidak ada mufakat.
Tetapi di dalam masyarakat kolektif yang demokragssperti di Indonesia,
mentalitet orang-seorang berlainan dari di dalansyaakat invidualis. Dalam
segala tindakannya dan menyatakan pendapatnyarugamna dikemudian oleh
kepentingan umum. Dalam keselamatan kesemuanyataterlkkepentingannya
sendiri. Sebab itu pada dasarnya, mencapai kaskaelgbih mudah. Sungguh pun
orang-seorang dalam pikirannya dan dalam tindakikeyluar terikat kepada cita-
cita kepentingan umum, ia bukan obyek semata-meatpatia kolektivitet, seperti
yang berlaku dalam negara totaliter. la tetap skibygrg mempunyai kemauan,
merdeka bergerak untuk mengadakan perhubungansgesgal, untuk mengadakan
diferensiasi. Dalam perikatan masyarakat ia tetempunyai cita-cita, mempunyai
pikiran untuk mencapai keselamatannya atau kesé&anuanum.

Inilah tipe manusia Indonesia yang tergambar diamalkalbu waktu
berusaha menciptakan suatu sistem demokrasi yaag bagi Indonesia Merdeka
di masa datang. Betapa pun juga, orang tak maupashtan cita-cita demokrasi
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sosial, yang banyak sedikitnya bersendi kepada nmgsi sosial di dalam

masyarakat asli sendiri. Dalam segi politik dilalslean sistem perwakilan rakyat
dengan musyawarah, berdasarkan kepentingan umutondtuai yang luas sebagai
cermin daripada ‘pemerintahan dari yang diperintedrus terlaksana. Dalam segi
ekonomi dilaksanakan kooperasi sebagai dasar pswekan rakyat, ditambah

dengan kewajiban Pemerintah untuk menguasai ataganasi cabang produksi
yang penting bagi negara dan yang menguasai higjap ftorang banyak. Dalam

segi sosial diadakan jaminan untuk perkembanganlapan manusia. Manusia
bahagia sejahtera dan susila menjadi tujuan negara.

Sumber Pidato disampaikan Mohammad Hatta ketika menergekar
doktor kehormatan dari Universitas Gadjah Mada ybegudul ‘Masa lalu dan
Masa Depan’, pada 27 November 1956, empat hariwgabgengunduran dirinya
dari jabatan Wakil Presiden. (Direproduksi dalaeijli& Castles, 1988: 7-15)
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PIDATO MR. SOEPOMO DI DALAM SIDANG BPUPKI
31 MEI 1945

Paduka Tuan Ketua, hadirin yang terhormat!

Soal yang kita bicarakan ialah, bagaimanakah alkesarddasarnya
Negara Indonesia Merdeka. Tadi oleh beberapa pamabielah dikemukakan
beberapa faktor dari beberapa negara. Syarat-syarték factor-konstitutif
dari suatu negara. Syarat-syarat mutlak untuk noadgan negara dipandang
dari sudut hukum dan dari sudut formeglirsipredencg yaitu harus ada
daerah territory), rakyat dan harus ada pemerintah yang dawdavefein
menurut hukum internasional. Akan tetapi syaratayanutlak ini tidak
mengenai dasar kemerdekaan dari negara dalamoaitiagi dan arti politik.
Juga suatu syarat mutlak yang telah dibicarakasmuaidang ini, ialah tentang
pembelaan tanah air. Maka pembelaan tanah air sg@egding adanya dan
tentang ini saya setuju dengan nasehat-nasehatrgjaran-anjuran dari pihak
pemerintah Balatentara, yaitu Tuan Soomubutyoo yefgh dimuat dalam
surat kabar Asia-Raya dan setuju dengan pemandgagarbaru tadi diuraikan
oleh anggota yang terhormat tuan Abdul Kadir.

Tentang syarat mutlak lain-lainnya, pertama tentalagrah, aya
mufakat dengan pendapat yang mengatakan: “padangasimdonesia, yang
harus meliputi batas Hindia-Belanda”. Akan tetagalpu misalnya daerah
Indonesia lain, umpamanya negeri Malaka, BorneadJtaendak ingin juga
masuk lingkungan Indonesia, hal itu kami tidak keben. Sudah tentu itu
bukan kita saja yang akan menentukan, akan teiggi pihak saudara-saudara
yang ada di Malaka dan Borneo Utara.

Tentang syarat mutlak kedua, hal rakyat sebagagavaegara. Pada
dasarnya ialah, sebagai warga-negara yang mempkelgangsaan Indonesia,
dengan sendirinya bangsa Indonesia Asli. Bangsangkan, Tionghoa, India,
Arab yang telah berturun temurun tinggal di Inddsmesian sebagai baru saja
diuraikan oleh anggota yang terhormat Dahler, maaukehendak yang
sungguh-sungguh untuk turut bersatu dengan bangsmésia yang asli, harus
diterima sebagai warga-negara dengan diberi kebangsIndonesia
(nasonaliteit Indonesja

Yang penting juga kita harus menjaga supaya tiddk ‘@ubbele
onderdaanschap’ dan menjaga jangan ada ‘staatsidbshial ini sebagian
tergantung juga dari sistem undang-undang dariraegegara lain. Sebagian
pokok dasar kewarganegaraan Indonesia, ialah ngusas (prinsip keturunan)
dan ius soli (prinsip territoriaal).

Syarat mutlak yang ketiga, ialah pemerintah dameturut hukum
internasional.

Jikalau kita hendak membicarakan tentang dasamnsigemerintahan
yang hendak kita pakai untuk negara Indonesia, mdksar sistem
pemerintahan itu bergantung kepada Staatsideed&epagrip’ ‘staat’ (negara)
yang hendak kita pakai untuk pembangunan negamnésia. Menurut dasar
apa Negara Indonesia akan didirikan? Oleh anggutg terhormat Mohammad
Hatta dan lain-lain pembicara dikemukakan 3 stlahi
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Pertama, apakah Indonesia akan berdiri sebagaatpan negara
(eenheidsstaaiatau negara serikab@ndstaat atau sebagai persekutuan negara
(statendbony

Kedua, dipersoalkan perhubungan antara negaragaamnaa dan;

Ketiga, apakah Republik atau Monarchi. Menurut pgad saya,
hadirin yang terhormat, sebelumnya kita membicarad@al persatuan negara,
atau negara serikat, Republik atau Monarchi, térlettahulu kita harus
membicarakan soal yang disebut negara itu, negaraumt dasar pengertian
apa, oleh karena segala pembentukan susunan nagaeagantung daripada
dasar pengertian negasdgatsidegtadi.

Tentang persatuan negara atau negara serikat exttang Republik
atau Monarchi, itu sebetulnya menurut pendapat,ssgal bentuk susunan
negara. Maka sekarang saya hendak membicarakamyaddegara Indonesia
Merdeka. “Negara” menurut dasar pengartiataétsidepapa?

Sebagai tuan-tuan telah mengetahui, dalam ilmuradgea mendapati
beberapa teori, beberapa aliran pikiran tentangnaedviarilah dengan singkat
kita meninjau teori-teori negara itu.

1. Ada suatu aliran pikiran yang menyatakan bahwa naeiga terdiri
atas dasar teori perseorangan, teori individuglissebagai
digjarkan oleh Thomas Hobbes dan John Locke (ab&llk Jean
Jagues Rousseau (Abad ke-18), Herbert Spencer kabad), HJ.
Laski (Abad ke-20). Menurut aliran pikiran ini, raeg ialah
masyarakat hukumeggal society yang disusun atas kontrak antara
seluruh seseorang dalam masyarakatctuntfact social. Susunan
hukum negara yang berdasar individualisme terdajpategeri
Eropa Barat dan di Amerika.

2. Aliran pikiran lain tentang negara ialah teogolongan dari
negara ¢lass theory sebagai diajarkan oleh Marx, Engels, dan
Lenin. Negara dianggap sebagai alat dari suatungalo (sesuatu
klasse) untuk menindas klasse lain. Negara ialaimyd golongan
yang mempunyai kedudukan ekonomi yang paling kudtiku
menindas golongan-golongan lain, yang mempunyaudiekian
yang lembek. Negara kapitalistis, ialah perkakasdpoisie untuk
menindas kaum buruh, oleh karena itu para Marxisgaejurkan
revolusi politik dari kaum buruh untuk merebut kakaan negara
agar kaum buruh dapat menindas kaum bourgeoisie.

3. Aliran pikiran lain lagi dari pengartian negaraailal teori yang
dapat dinamakan teori integralistik yang diajarkdeh Spinoza,
Adam Muller, Hegel, dan lain-lain (abad 18 dan 18lenurut
pikiran ini negara ialah tidak untuk menjamin kejegan
seseorang atau golongan, akan tetapi menjamin tegan
masyarakat seluruhnya sebagai persatuan. Negaah ®latu
susunan masyarakat yang integraal, segala golongegala
bagian, segala anggotanya berhubungan erat sata lsémdan
merupakan persatuan masyarakat yang organis. Yapgnting
dalam negara berdasar aliran pikiran integraahigl@nghidupan
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bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak kepadaatsesu
golongan yang paling kuat, atau yang paling besalak
menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat, tetegi
negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruselyagai
persatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan. Seka@ngtuan
akan membangunkan Negara Indonesia atas alirarapikiana?

Kami hendak mengingatkan lagi nasehat P.T. Soorgabutbahwa
pembangunan negara bersifat barang yang bernydeta.k@ena itu corak dan
bentuknya harus disesuaikan dengan keadaan umuanmpasia sekarang dan
harus mempunyai keistimewaan yang sesuai dengadakeaumum tadi.
Kecuali itu, P.T. Soomubutyoo juga memberi nasgaaganlah kita meniru
belaka susunan negara lain. Contoh-contoh dariraelgan itu hendaknya
menjadi peringatan saja, supaya bangsa Indonesganasampai mengulang
kegagalan yang telah dialami oleh bangsa lain, g@@ing banyak hanya
mengambil contoh-contoh yang sunggu patut dipandahggai teladan.

Sungguh benar, dasar dan bentuk susunan dari swegara itu
berhubungan erat dengan riwayat hukustlitgeschichjedan lembaga sosial
(sociale structuurdari negara itu. Berhubung dengan itu apa yailgdsn adil
untuk suatu negara, belum tentu baik dan adil uneedara lain, oleh karena
keadaan tidak sama.

Tiap-tiap negara mempunyai keistimewaan sendirtiseberhubung
dengan riwayat dan corak masyarakatnya. Oleh katemmlitik pembangunan
Negara Indonesia harus disesuaikan dengan ‘sosialetuur’ masyarakat
Indoensia, yang nyata pada masa sekarang, semia keesuaikan dengan
panggilan zaman, misalnya cita-cita Negara Indendaiam lingkungan Asia
Timur Raya.

Dengan mengingat ini, marilah kita melihat contamoh dari
negara-negara lain. Dasar susunan hukum negaraaERgrat ialah
perseorangan dan liberalisme. Sifat perseorangaryamg mengenai segala
lapangan hidup (sistim undang-undang ekonomi, kasemlan lain-lain),
memisah-misahkan manusia sebagai seseorang dariyamalstnya,
mengasingkan diri dari segala pergaulan yang $&orang manusia dan negara
yang dianggap sebagai seseorang pula, selalu sgajalaya itu menimbulkan
imperialisme dan sistim memerasiithuitingssysteejn membikin kacau-
balaunya dunia lahir dan batin.

Tuan-tuan telah mengerti sendiri bahwa sifat desmikharus kita
jauhkan dari pembangunan Negara Indonesia, bahigraEendiri pada waktu
sekarang mengalami krisis rohani yang maha hebdtubeng dengan jiwa
rakyat Eropa telah jemu kepada keangkaramurkadragaé akibat semangat
perseorangan tersebut.

Dasar susunan negara Sovyet pada masa sekaratgdiktatur dari
proletariat. Boleh jadi dasar itu sesuai dengastikeewaan keadaan sosial dari
negeri Rusia, akan tetapi dasar pengertian negatzertentangan dengan sifat
masyarakat Indonesia yang asli.

Lain negara, ialah negara Jerman nasional sossdiselumnya
menyerah dalam peperangan sekarang. Negara itadagrdtas aliran pikiran
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negara totaliter, “das Ganze der politischen Einldeis Volkes” iptegrate
theory). Prinsip ‘Pimpinan Kuhrung sebagai Kembegrif e{n totaler
Fuhrerstaaj dan sebagai prinsip yang dipakainya juga ialatsgreaan darah
dan persamaan daerdiiut und Boden Theotfjentara pimpinan adat.

Tuan-tuan yang terhormat, dari aliran pikiran dasiaalah prinsip
persatuan antara pimpinan dan rakyat dan prinsisapean dalam negara
seluruhnya cocok dengan aliran pikiran ketimuran.

Kita sekarang meninjau negara Asia, ialah dasaamaeDai Nippon.
Negara Dai Nippon berdasar atas persatuan lahirbdéin yang kekal antara
Yang Maha Mulia Tenno Heika, negara dan rakyat biipgeluruhnya. Tennoo
adalah pusat rohani dari seluruh rakyat. Negaraapeiar atas kekeluargaan.
Keluarga Tenno yang dinamakan “Koshitsu” ialah keda yang terutama.

Dasar persatuan dan kekeluargaan ini sangat sesilia dengan
corak masyarakat Indonesia.

Setelah kita meninjaudengan ringkas contoh-contuoh gifat negeri-
negeri lain,mak tadi dengan sepatah dua patahkkaid mengatakan apa yang
tidak sesuai dan apa yang sesuai dengan lembagd @dsiktur sosial) dari
masyarakat Indonesia yang asli. Sebagai tuan-tefh tmengetahui juga,
struktur sosial Indonesia yang asli tidak lain halaiptaan kebudayaan
Indonesia, ialaha buat aliran pikiran atau semakga@tinan bangsa Indonesia.

Maka semangat kebatinan, struktur kerohanian dargsa Indonesia
bersifat dan bercita-cita persatuan hidup, persakewulo dan gusti yaitu
persatuan antara dunia luar dan dunia batin, antaiktokosmos dan
makrokosmos, antara rakyat dan pemimpin-pemimpinyagala manusia
sebagai seseorang, golongan manusia dalam sesaayanakat dan golongan-
golongan lain dari masyarakat itu dan tiap-tiap yaeskat dalam pergaulan
hidup di dunia seluruhnya dianggapnya mempunyaip&ndan kewajiban
hidup (darma) sendiri-sendiri menurut kodrat alaan degalagalanya ditujukan
kepada keimbangan lahir dan batin. Manusia sels@sdorang tidak terpisah
dari seseorang lain atau dari dunia luar, golorg@ongan manusia, malah
segala golongan makhluk, segala sesuatu bercamapurdan bersangkut-paut,
segala sesuatu berpengaruh-pengaruhi dan kehidapegka bersangkut-paut.
Inilah ide totaliter, ide integralistik dari bangsalonesia, yang berwujud juga
dalam susunan tatanegaranya yang asli.

Menurut sifat tatanegara Indonesia yang asli, yaampai zaman
sekarang pun masih dapat terlihat dalam suasamabadéls di Jawa, maupun di
Sumatera dan kepulauan-kepulauan Indonesia laika rpara pejabat negara
ialah yang bersatu-jiwa dengan rakyat dan parabpgjaegara senantiasa
berwajib memegang teguh persatuan dan keimbandam adaasyarakatnya.

Kepala desa atau kepala rakyat berwajib menyeleakga
keinsyafan keadilan rakyat, harus senantiasa mentimartuk (Gestaltung)
kepada rasa keadilan dan cita-cita rakyat. Olelenaritu, kepala rakyat
‘memegang adat’ (kata pepatah Minangkabau) sersamigemperhatikan segala
gerak gerik dalam masyarakatnya dan untuk maksud #enantiasa
bermusyawarah dengan rakyatnya atau dengan keppddakkeluarga dalam
desanya, agar supaya pertalian batin antara pemidgn rakyat seluruhnya
senantiasa terpelihara.
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Dalam suasana persatuan antara rakyat dan pemiyapirantara
golongan-golongan rakyat satu sama lain, segalangah diliputi oleh
semangat gotong royong, semangat kekeluargaan.

Maka teranglah tuan-tuan yang terhormat, bahwa kika hendak
mendirikan Negara Indonesia yang sesuai dengatirkeisaan sifat dan corak
masyarakat Indonesia, maka negara kita harus lzarddas aliran pikiran
(Staatsidee) negara yang integralistik, negara Vaeigatu dengan seluruh
rakyatnya, yang mengatasi seluruh golongan-golamgandalam lapangan
apapun.

Menurut aliran pikiran ini, Kepala Negara dan batladan
pemerintah lain harus bersifat pemimpin yang sgjatiunjuk jalan ke arah cita-
cita luhur, yang diidam-idamkan oleh rakyat. Negheaus bersifat ‘badan
penyelenggara’, badan pencipta hukum yang timbuil ltketi sanubari rakyat
seluruhnya. Dalam pengertian ini, menurut teori y@ng sesuai dengan
semangat Indonesia yang asli, negara tidak laahiakluruh masyarakat atau
seluruh rakyat Indonesia sebagai persatuan tgagur dantersusun

Dalam pengartian ini, negara tidak bersikap atatintéek sebagai
seseorang yang maha kuasa, yang terlepas dariraeges@seorang manusia
dalam daerahnya dan yang mempunyai kepentinganirisetedlepas dari
kepentingan warga-warga negaranya sebagai sesgpeatmgn individualis).

Tuan-tuan yang terhormat, menurut pengertian ‘Nsgarang
integralistik, sebagai bangsa yang teratur, sebggasatuan rakyat yang
tersusun, maka pada dasarnya tidak akan ada deal@saat dan individu’,
tidak akan ada pertentangan antara susunan stagtuidasnan hukum individu,
tidak akan ada dualisme ‘Staat und staatsfreires@leshaft’, tidak akan
membutuhkan jaminan Grund und Freiheitsrechte dalividu contra Staat,
oleh karena individu tidak lain ialah suatu bagm@mganik dari staat, yang
mempunyai kedudukan dan kewajiban tersendiri utuukt menyelenggarakan
kemuliaan Staat, dan sebaliknya oleh karena St&arbsuatu badan kekuasaan
atau raksasa politik yang berdiri di luar lingkungauasana kemerdekaan
seseorang.

Paduka Tuan Ketua, seorang filosof Inggris bernderamy Bentham
(akhir abad ke-18) mengajarkan, bahwa Staat mekepada ‘the greatest
happines of the greatest number” akan tetapi pikina berdasar atas pikiran
individualisme. Menurut aliran pikiran tentang neggang saya anggap sesuai
dengan semangat Indonesia asli tadi, negara tideknparsatukan dirinya
dengan golongan yang terbesar dalam masyarakattigk mempersatukan
dirinya dengan golongan yang paling kuat (golongalitik atau ekonomi yang
paling kuat), akan tetapi mengatasi segala golordmm segala seseorang,
mempersatukan diri dengan segala lapisan rakyatselya.

Tuan-tuan yang terhormat, hendaknya jangan saldfanpa teori
negara integralistik atau negara totaliter ini kideerarti bahwa negara tidak
akan memperhatikan adanya golongan-golongan selgatimgan, atau tidak
akan mempedulikan manusia sebagai seseorang. Bukaraksudnya! Aliran
pikiran ini mempunyai sifat concreet dan reel, kidaengabstracheer segala
keadaan (seperti sifat teori individualisme).
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Negara akan mengakui dan menghormati adanya golegmangan
dalam masyarakat yang nyata, akan tetapi segadarseg) dan segara golongan
akan insyaf kepada kedudukannya sebagai bagiannikrgdan negara
seluruhnya, berwajib meneguhkan persatuan dan marmndara segala bagian-
bagian itu.

Negara persatuan tidak berarti, bahwa negara amenqntah akan
menarik segala kepentingan masyarakat ke dirinytakudipelihara sendiri,
akan tetapi menurut alasan-alasan yang ‘doelmatikan membagi-bagi
kewajiban negara kepada badan-badan pemerintahusdit pdan di daerah
masing-masing atau akan memasrahkan sesuatu hak waibelihara oleh
sesuatu golongan atau sesuatu orang, menurut teagzgt dan soalnya.

Paduka tuan ketua, setelah saya menguraikan dasar-dyang
menurut hemat saya hendak dipakainya untuk memb&agu Negara
Indonesia, maka saya sekarang hendak menguraikaselkaensi dari teori
negara tersebut terhadap pada soal-soal:

1. Perhubungan negara dan agama.

2. Cara bentukan pemerintahan.

3. Perhubungan negara dan kehidupan ekonomi.

Sebelum saya membicarakan soal-soal ini, saya mgaiian dahulu
kepada tuan-tuan, bahwa bukan saja negara yangdaergersatuan itu akan
sesuai dengan corak masyarakat Indonesia, akao tgara yang bersifat
persatuan itu telah menjadi cita-cita pergerakditipdndonesia pada zaman
dahulu sampai sekarang.

Saya hendak memperingatkan kepada tuan-tuan padali ZPanca
Dharma yang telah diterima oleh Chuoo Sangi-ilmhiabahwa kita hendak
mendirikan Negara Indonesia yang merdeka, bergadli, cita-cita ini tepat
sesuai dengan corak masyarakat Indonesia yang asli.

Bagaimanakah dalam negara yang saya gambarkan atiealn
perhubungan antara negara dan agama?

Oleh anggota yang terhormat tuan Moh. Hatta telataitkan dengan
panjang-lebar, bahwa dalam negara persatuan dnésito hendaknya urusan
negara dipisahkan dari urusan agama. Memang diesiiiat ada dua paham,
ialah: paham dari anggota-anggota ahli agama, yaagganjurkan supaya
Indonesia didirikan sebagai negara Islam, dan anjuain, sebagai telah
dianjurkan oleh tuan Moh. Hatta, ialah negara pessa nasional yang
memisahkan urusan negara dan urusan Islam, demagarpérkataan, bukan
negara Islam. Apa sebabnya di sini saya mengatdkd&mn negara Islam?’
Perkataan: ‘negara Islam’, lain artinya daripad&gt@an ‘Negara berdasar atas
cita-cita luhur dari agama Islam’. Apakah perbedganakan saya terangkan.
Dalam negara yang tersusun sebagai ‘negara Islaegara tidak bisa
dipisahkan dari agama. Negara dan agama ialahtssgtu padu.

Islam, sebagaimana tuan-tuan telah mengetahuh islmtu sistem
agama, sosial dan politik, yang bersandar ataua@s&bagai pusat sumber dari
segala susunan hidup manusia Islam.

Telah diuraikan, bahwa negara Turki sekarang kitalihat lagi
contoh-contoh dari negara-negara lain sebelumnigantal924 Maseh, ialah
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negara islam semata-mata. Semenjak tahun 1924 Tmsmgganti sifat
negaranya dan bukan menjadi negara Islam lagil Bgama rakyat Turki ialah
Islam, akan tetapi sebagai negara, menurut sistemepntahannya, Turki
bukan negara Islam lagi. Akan tetapi negeri Méesak, Iran, Saudi Arabia,
ialah negeri-negeri Islam.

Apakah kita hendak mendirikan negara Islam di Iedtaf? Tadi saya
mengingatkan anjuran dari pemerintah, bahwa kitagga meniru belaka
contoh-contoh dari negara lain, akan tetapi hemdaklan-tuan mengingat
kepada keistimewaan masyarakat Indonesia yang.niyategan ini saya hendak
mengingatkan kepada tuan-tuan, bahwa menurut kdiakmdonesia di dunia,
Indonesia mempunyai sifat yang berlainan dengamgrgéionegeri-negeri Irak,
Iran, Mesir atau Syiria, negara-negara yang berskiislaman (Corpus
Islamicum).

Indonesia berada di Asia Timur dan akan menjadigatag dari
lingkungan kemakmuran bersama di Asia Timur Rayari Dingkungan itu
anggota yang lain-lain, misalnya negeri Nippon, ngkok, Manchuko,
Filipiona, Thai, Birma, ialah bukan negara IslanetB peristiwa itu bukan
suatu alasan yang dengan sendirinya harus menaakbentukan negara
Indonesia sebagai negara Islam, itu bukan. Tetapsesuatu faktor penting
yang harus diperingati juga.

Saya hendak mengingatkan juga kepada tuan-tuamabdhnegara-
negara islam sendiri pun, misalnya di negara Mdsan dan Irak sampai
ekarang masih ada beberapa aliran pikiran yang meoalkan cara
bagaimanakan menyesuaikan hukum syariah dengartukeiouinternasional,
dengan kebutuhan modern, dengan aliran zaman sekara

Tadi saya mengatakan, bahwa dalam negara Islarayan¢igak bisa
dipisah-pisahkan dari agama, dan hukum syariabinggap sebagai perintah
Tuhan untuk menjadi dasar, untuk dipakai oleh reegBalam negara-negara
Islam, misalnya di negeri Mesir dan lain-lain yamgnjadi soal ialah apakah
hukum syariah dapat dan boleh dirubah, diganti,esdiaikan menurut
kepentingan internasional, menurut aliran zamana Agatu golongan yang
terbesar yang mengatakan, bahwa itu tidak dipenkale tetapi ada lagi
golongan yang mengatakan: bisa disesuaikan dersgaarzbaru. Umpamanya
saja seorang ahli agama terkenal, yaitu Kepalasgkolah tinggi Al-Azhar di
kairo Muhammad Abduh, yang termasyhur namanya—aamempunyai murid
di sini juga—mengatakan: “Memang hukum syariah hisabah dengan cara
ijma’, yaitu permusyawaratan, asal saja tidak I¢at@gan dengan Qur'an dan
dengan Hadith. Ada lagi yang mempunyai pendiriamgyi@bih radikal, seperti
Ali Abdur Razig, yang mengatakan, bahwa agama galpidaripada hukum
yang mengenai kepentingan negara. Dengan pendakdaam negara-negara
Islam masih ada pertentangan pendirian tentangirhaga seharusnya bentuk
hukum negara, supaya sesuai dengan aliran zamaermoghang meminta
perhatian dari negara-negara yang turut berhubung@mgan dunia
internasional itu. Jadi seandainya kita di sini digkan negara Islam,
pertentangan pendirian itu akan timbul juga di maskat kita dan barangkali
Badan Penyelidik ini pun akan susah memperbincanghkal itu. Akan tetapi,
tuan-tuan yang terhormat, akan mendirikan negdamlsli Indonesia berarti,
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tidak akan mendirikan negara persatuan. Mendirilegara islam di Indonesia
berarti mendirikan negara yang akan mempersatukiadethgan golongan yang
terbesar, yaitu golongan Islam. Jikalau di Indomedidirikan negara Islam,
maka tentu akan timbul soal-soal ‘minderheden’,| gmdongan agama yang
kecil-kecil, golongan agama Kristen dan lain-lafeski pun negara Islam akan
menjamin dengan sebaik-baiknya kepentingan gologgémgan lain itu, akan

tetapi golongan-golongan agama kecil itu tentu ktidesa mempersatukan
dirinya dengan negara. Oleh karena itu cita-citgare Islam itu tidak sesuai
dengan cita-cita negara persatuan yang telah diidamkan oleh kita

semuanya dan juga yang telah dianjurkan oleh PaetabrBalatentara.

Oleh karena itu saya menganjurkan dan saya mufalesigan
pendirian yang hendak mendirikan negara nasional ylersatu dan arti
totaliter seperti yang saya uraikan tadi, yaitu amagyang tidak akan
mempersatukan diri dengan golongan yang terbeg&an setapi yang akan
mengatasi segala golongan, baik golongan yang lmesapun golongan yang
kecil. Dengan sendirinya dalam negeri nasional yergatu itu, urusan agama
akan terpisah dari urusan negara dan dengan sg/ilalam negara nasional
yang bersatu itu urusan agama akan diserahkan &egaldngan-golongan
agama yang bersangkutan. Dan dengan sendirinyandadgara sedemikian
seseorang akan merdeka memeluk agama yang disakaaik golongan
agama yang terbesar, maupun golongan yang tertedily akan merasa bersatu
dengan negara (dalam bahasa asing ‘zal zich toeien’ dalam negaranya).

Hadirin yang terhormat!

Negara nasional yang beratu itu tidak berarti, lminegara itu akan
bersifat ‘a-religieus’. Itu bukan. Negara nasiongng bersatu itu akan
memelihara budi-pekerti kemanusiaan yang luhurn ak@mgang teguh cita-
cita moral rakyat yang luhur. Maka negara demikiardan hendaknya Negara
Indonesia juga memakai dasar moral yang luhur, y@iagjurkan juga oleh
agama Islam.

Sebagai contoh, dalam Negara Indonesia itu hendakignjurkan,
supaya para warga-negara cinta kepada tanah hiasilekan diri sendiri dan
suka berbakti kepada tanah air, supaya mencinteibeebakti kepada pemimpin
dan kepada negara; supaya mencintai dan berbagidke pemimpin dan
kepada negara; supaya takluk kepada Tuhan, supeaydiap waktu ingat
kepada Tuhan. ltu semuanya harus dianjur-anjurkanys dipakai sebagai
dasar moral dari negara nasional yang bersatD#n.saya yakin, bahwa dasar-
dasar itu dianjurkan oleh agama Islam.

Sekarang saya akan membicarakan soal yang berhatuwhgngan
bentuk susunan negara. Apakah negara persatuahe{destaat) atau negara
serikat (bondstaat) atau negara persekutuan (te)era

Dengan sendirinya negara secara federasi kita,tédalena dengan
mengadakan federasi itu, bukanlah mendirikan sawam, tetapi beberapa
negara. Sedang kita hendak mendirikan satu negmadatinggal membicarakan
‘eenheidstaat’ atau ‘bondstaat’. Jika benar baheralbtaat itu juga satu negara
belaka, maka lebih baik kita tidak memakai etikeertheidsstaat’ atau
‘bondstaat’, oleh karena perkataan-perkataan itmimmeulkan salah paham.
Sebagai telah diuraikan oleh anggota yang terhotoet Moh. Hatta, maka
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dalam negara itu soal sentralisasi atau desemtsalfemerintahan tergantung
daripada masa, tempat dan soal yang bersangkutaka Malam Negara
Indonesia yang berdasar pengartian negara intstikaltu, segala golongan
rakyat, segala daerah yang mempunyai keistimewaadirs akan mempunyai

tempat dan kedudukan sendiri-sendiri, sebagai bagiganik dari negara
seluruhnya. Soal pemerintahan apakah yang akamsdioleh pemerintahan
pusat dan soal apakah yang akan diurus oleh peaterdaerah, baik daerah
besar maupun daerah kecil, itu semuanya akan terggandaripada

‘doelmatgheid’ berhubungan dengan waktu, tempatiayajuga soalnya.

Misalnya soal ini, pada masa ini dan pada tempaleibih baik diurus
oleh pemerintah daerah, sedangkan soal itu, pada tah itu dan tempat itu
lebih baik diurus oleh pemerintah pusat. Jadi dalaegara totaliter atau
integralistik, negara akan ingat kepada segala de@adhukum negara akan
memperhatikan segala keistimewaan dari golongapAgain yang bermacam-
macam adanya di tanah air kita itu. Dengan sendiridalam negara yang
terdiri atas pulau-pulau yang begitu besar, bamsgai-soal pemerintahan yang
harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Sedmdany bentuk susunan
negara.

Sekarang tentang soal: republik atau monarchi?

Tuan-tuan yang terhormat! Menurut hemat saya sepliblik atau
monarchi itu tidak mengenai dasar susunan pemhbentaYyang penting ialah,
hendaknya Kepala Negara, bahkan semua badan p&hannmempunyai sifat
pemimpin negara dan rakyat seluruhnya.

Kepala negara harus sanggup memimpin rakyat selyauhKepala
negara harus mengatasi segala golongan dan bengifapersatukan negara dan
bangsa. Apakah kepala negara itu akan diberi kddudsebagai Raja atau
Presiden atau sebagai Adipati seperti di Birmauy aabagai ‘Fuhrer’, itu
semuanya tidak mengenai dasar susunan pemerinBa&Raja atau Presiden
atau Fuhrer, atau Kepala Negara yang bergelartani #u, misalnya bergelar
“Sri Paduka yang Dipertuan Besar atau bergelan,laa harus menjadi
pemimpin negara yang sejati. la harus bersatudevegan rakyat seluruhnya.

Apakah kita akan mengangkat seorang sebagai K&majara dengan
hak turun-temurun, atau hanya untuk waktu yangeméwt itulah hanya
mengenai bentuk susunan pimpinan negara yang aleanti kita selidiki dalam
badan ini. Caranya mengangkat pemimpin negara étddknya janganlah
diturut cara pilihan menurut sistem demokrasi Bavkth karena pilihan secara
sistem demokrasi Barat itu berdasarkan atas pakasegrangan.

Tuan-tuan sekalian hendaknya insaf kepada konsekweari
pendirian menolak dasar perseorangan itu. Menaakmdindividualisme berarti
menolak juga sistem parlementarisme, menolak sistemokrasi Barat,
menolak sistem yang menyamakan manusia satu samsefgerti angka-angka
belaka dan semuanya sama harganya.

Untuk menjamin supaya pimpinan negara terutama ldepe@gara
terus menerus bersatu jiwa dengan rakyat, dalaomanspemerintahan Negara
Indonesia, harus dibentuk sistem badan permusysavardepala Negara akan
terus bergaulan dengan Badan Permusyawaratan sspagatiasa mengetahui
dan merasakan rasa keadilan rakyat dan cita-ckgata Bagaimana akan
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bentuknya Badan Permusyawaratan itu, ialah satydrad harus kita selidiki,
akan tetapi hendaknya jangan memakai sistem indiisme. Bukan saja
Kepala Negara, akan tetapi pemerintah daerah pupaakepala daerah yang
kecil-kecil, misalnya Kepala Desa, harus mempursiiEt pemimpin rakyat
yang sejati. Memang dalam masyarakat desa yang Hslpala Desa
mempunyai sifat pemimpin rakyat yang sejati. Kepadiat atau Kepala Desa
menyelenggarakan kehendak rakyat, senantiasa miei@estaltung kepada
keinsyafan keadilan rakyat. Jika Kepala Negara ried@ akan bersifat
demikian, maka Kepala Negara itu akan mempunyait $fatu Adil, seperti
yang diidam-idamkan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Sekarang tentang perhubungan antara negara dakopensian.
Dalam negara yang berdasar integralistik, yangdsandpersatuan, maka dalam
lapangan ekonomi akan dipakai sistem ‘sosialisngarse (staatssocialisme).
Perusahaan-perusahaan yang penting akan diurusnelgéra sendiri, akan
tetapi pada hakekatnya negara yang akan menentlikaana dan di masa apa
dan perusahaan apa yang akan diselenggarakanetedriptah pusat atau oleh
pemerintah daerah atau yang akan diserahkan kegesimtu badan hukum
prive atau kepada seseorang, itu semua terghardangada kepentingan
negara, kepentingan rakyat seluruhnya. Dalam nelgai@nesia baru, dengan
sendirinya menurut keadaan sekarang, perusahaasapaan sebagai lalu
lintas, electriciteit, perusahaan alas rimba hatusus oleh negara sendiri.
Begitu pun tentang hal tanah. Pada hakekatnya aegarg menguasai tanah
seluruhnya. Tambang-tambang yang penting untuk raegkan diurus oleh
negara sendiri. Melihat sifat masyarakat Indonesgbagai masyarakat
pertanian, maka dengan sendirinya tanah pertangmaa lapangan hidup dari
kaum tani dan negara harus menjaga supaya tantmiperitu tetap dipegang
oleh kaum tani.

Dalam lapangan ekonomi, negara akan bersifat kakgdan juga oleh
karena kekeluargaan itu sifat masyarakat Timur,gyaarus kita pelihara
sebaik-baiknya. Sistem tolong-menolong, sistem keoagi hendaknya dipakai
sebagai salah satu dasar ekonomi Negara Indonesia.

Dasar totaliter dari negara kebangsaan yang satumgmpunyai
akibat-akibat pula dalam lapangan-lapangan laianaktapi akan kepanjangan,
jikalau saya membicarakan soal-soal dari lapangpargan lain itu.

Sekian saja paduka tuan ketua, tentang dasar-glasgr hendaknya
dipakai untuk mendirikan Negara Indonesia Merdekias dasar pengartian
negara sebagai persatuan bangsa Indonesia yangueratas sistim hukum
yang bersifat integralistik tadi di mana negaranakarwujud dan bertindak
sebagai penyelenggara keinsyafan keadilan rakyatub@ya, maka kita akan
dapat melaksanakan Negara Indonesia yang bersatwadih seperti sudah
termuat dalam Panca Dharma, pasal 2 yang berbtita: mendirikan Negara
Indonesia, yang (makmur, bersatu, berdaulat) adMiéka negara hanya bisa
adil, jikalau negara itu menyelenggarakan rasa ikeeadakyat dan menuntun
rakyat kepada cita-cita yang luhur, menurut alicman. Negara Indonesia
yang berdasarkan semangat kebudayaan Indonesisaghndengan sendirinya
akan bersifat Negara Asia Timur Raya. Dan Negadariasia yang terbentuk
atas aliran pikiran persatuan yang saya uraikan, tpdn akan dapat
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menjalankan dharmanya (kewajibannya) dengan semgassebagai anggota
daripada kekeluargaan Asia Timur Raya.
Terimakasih!

Sumbe Bahar, Saafroedin, dkk (editorRisalah Sidang Badan
Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan (BRAYP& Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 22 Mei 1942 Agustus 194%d.
lll, Cet. I. Jakarta: Sekretariat Negara RI, 198al. 31-43
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Ali Moertopo:
“Sejarah Politik Nasional”

Sekilas lintas dapat ditelaah kembali sejarah @arman negara selama 25
tahun sejak kemerdekaannya.

1945-1950

Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 18tdg945 diletakkan
dasar ideologi Negara Republik Indonesia pada @n$§ Agustus 1945, yakni
ketika diterima dan disepakati bersama Pembukaa® 1945, Batang-Tubuh,
beserta penjelasannya. Sejak itu bangsa Indorasiadasar berpijaknya dan tahu
apa tujuan yang akan dicapai. Selama jangka wakha Itahun pertama
kemerdekaan, dengan persatuan yang bulat bangsanelsid berjuang dan
mengangkat senjata, dengan berkorban tetapi depgmuh keikhlasan dan
kemurnian tujuan menegakkan Negara Kesatuan Réplrabnesia berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945. Pecahnya pemberontakanrkemiuMadiun tahun 1948
berusaha menghentikan atau menyelewengkan cit@aiigsa.

Namun demikian, perjuangan yang mahal ini berhdisiienangkan dan
akhirnya kedaulatan bangsa dan negara Indones@ diperjuangkan secara fisik
dengan pengorbanan yang besar itu mendapat pemgdioe.

1950-1959

Setelah penyelewengan ke arah Negara Federal Repudtibnesia Serikat
(RIS) diluruskan kembali dengan terbentuknya Nedf@satuan, bangsa Indonesia
masih tergoda untuk menerapkan sistem Demokraseralb Sistem ini telah
membuka peluang bagi komunisme untuk timbul kembal telah membuka
kemungkinan timbulnya bermacam-macam pemberontagarta menimbulkan
kemacetan dalam Konstituante dan mengakibatkanapgag-pergantian kabinet
setiap tahun. Kestabilan politik tidak berhasilipiakan sehingga keadaan ekonomi
dan pembangunan terbengkalai.

1959-1965

Berlakunya kembali UUD 1945 yang didekritkan paaaggal 5 Juli 1959
merupakan suatu titik terang dalam perjalanan aej&epublik Indonesia, namun
demikian pelaksanaannya jauh dari konsekuen.

Pancasila dan UUD 1945 dijadikan semboyan kosotakagedan sebagai
gantinya diisi dengan Nasakom. Demokrasi yang hadigimpin oleh
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakiladikga Demokrasi Terpimpin,
kedaulatan yang ada di tangan rakyat diganti al@lnas‘penyambung lidah rakyat’,
Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum dibkida, kebebasan pers
ditiadakan, hukum konstitusional diganti oleh hukuewolusi, presiden diangkat
oleh hukum revolusi, kekuasaan MPRS berpindah kegata ‘pemimpin besar
revolusi”, prinsip ikut melaksanakan ketertiban iduberdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial dikhianahi ptditik konfrontasi dan politik
bebas aktif dijadikan politik luar negeri berpodadkarta-Peking-Pyongyang.
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Tidak mengherankan bahwa dalam keadaan serupa Khi dapat
berkembang dengan pesat sehingga mencetuskan ‘dBeBtk September” yang
dimaksudkan untuk membawa Negara Pancasila keNsgéira Komunis.

Periode Orde Baru

...dengan latar belakang ini, dapat dimengerti meag&irde Baru
mendesak penerapan Pancasila dan UUD 1945 secanm dam konsekuen, dan
mengapa koreksi total ideologi, politik dan pem&iran, hukum, sosial dan
pendidikan diperlukan.

Dengan latar belakang tanggapan historis ini dal@engerti mengapa
Orde Baru sepakat bahwa yang terpenting dan yarimgpgokok adalah
perombakan mentalitas yang telah mempolakan tindgdialn Orde Baru sepakat
untuk secara bertahap kembali ke Demokrasi Paacalsdrus mendahulukan
kepentingan rakyat di atas kepentingan golongam atgbadi, harus kembali
kepada semangat kerja yang berorientasi pada jpnogra

Orde Baru lahir dari suatu pertentangan dalam ruarmgkup nasional.
Pertentangan ini bersifat pertentangan antara dpaasi yang ada dalam tubuh
bangsa Indonesia. Sumber pertentangan itu telalselsElumnya dan terlihat dari
dualisme bahkan pluralisme nasional di segala bida&midupan, ideologi, politik,
ekonomi, sosial-budaya dan militer.

Pertentangan nansional antara dua aspirasi inikidivedeh dua kelompok
dalam masyarakat yang kemudian dikenal sebagai Cane dan Orde Baru. Ada
pun kekuatan Orde Lama itu terpusat sekitar oraagepyang berideologi komunis
dengan tulang punggung PKI beserta ormas-ormadm@ama dengan orang-
orang yang mengkultuskan individu Presiden Soekdarokonsep-konsep politik
Nasakom, Nefo, Dekon dan sebangsanya. Dalam kelonmpojuga termasuk
orang-orang oportunis yang hanya berpikiran untwnggunakan kesempatan-
kesempatan guna memperoleh keuntungan secara pdditi pun ekonomis, seperti
Karkam dan Aslam.

Sebaliknya kekuatan-kekuatan Orde Baru adalah galvigolongan serta
perorangan yang antikomunis atau nonkomunis beseganisasi-organisasinya,
termasuk pula golongan-golongan ekstrem dan oramggoyang antikonsepsi
politik Bung Karno.

Dualisme yang ada itu berjalan terus hingga padaangukuhan Jendral
TNI Soeharto menjadi Presiden Republik Indoneslarddulan Maret 1968.

SumberBacaan ini berasal dari ceramah yang disampakeyadir Jendral
Ali Moertopo pada kursus upgrading karyawan ter&RAtingkat pusat yang
diselenggarakan di Jakarta antara 20 Agustus d@kiaber 1970. Bacaan berikut
diambil dari naskah ‘terbatas’ karya Ali Moertopang berjudul Politik Nasional:
Strategi, Taktik dan Teknik Implementasinya (1971@:20). Bourchier & Hadiz
(2006: 58-61)
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Ali Moertopo
“Massa Mengambang”

Dalam masyarakat Indonesia yang umumnya masitstosail, modernisasi
merupakan dan menuntut terjadingarubahan dan pembaharuan sistem nilai-
nilai. Dengan demikian modernisasi berarti mengubah agronma yang tidak
berfungsi lagi dalam perkembangan masyarakat sedama-norma yang
menghambat perkembangan. Perubahan harus terjidn dangkup perubahan
integral dan tidak saja terbatas pada perubahaamdalspek kehidupan sosio-
kultural tetapi mencakup pula aspek-aspek tekrkenemis, politis dan lain-
lainnya. Adalah kenyataan bahwa dalam mengadakamnbaiean-perubahan
integral, waktu dan kehendak yang terdapat dalaminganasing aspek tidak
selalu berjalan secara singkron. Hal ini dapahdilidari perubahan dalam aspek
teknis yang dapat lebih mudah terjadi daripada &ldetdat. Ditinjau dari aspek
perubahan sosio kultural, persoalan modernisasiuniah adanya sikap terbuka
terhadap pengaruh dan kebudayaan asing, adanyanghrkuyang kuat dari
pemimpin-pemimpin yang progresif yang dapat mengbkdn satu etos kemajuan
dan semangat bekerja. Semua ini perlu beroriep@s$a suatu zaman baru, atau
masa depan, dengan meninggalkan idealisasi zamapaia Dengan sendirinya
proses modernisasi tidak terlepas dari konflik-kknfang timbul akibat proses ini,
dimana norma-norma baru akan berkonflik dengan aarorma tradisional. Oleh
klarenanya proses modernisasi memerlyt@mencanaan perubahan sosio kultural,
dan perencanaan perubahan secara umhodernisasi sebagailaned change
harus jelas menentukan arah yang akan dituju. mlahéminta penjelasan tentang
model negara Pancasila dan penerapan asas-asassiRanalam setiap bidang
kehidupan, setiap instansi dan organisasi negata seeliputi seluruh lapisan
masyarakat baik di desa maupun di kota...

Bidang Politik

Antara pola kehidupan politik dan pola kehidupasiaomasyarakat selalu
terdapat hubungan jalin menjalin yang sangat étabungan yang demikian ini
selalu menyangkutkan pembicaraan salah satu sagyad segi kehidupan lainnya.
Dalam kehidupan politik, tujuan yang hendak dicapdalah penataan kembali
kehidupan politik, pengorganisasian kekuatan-kekuasosial politik struktur
politik dan bersamaan atau berangsur-angsur mendare berpikir dan mental
politik sehingga keadaan sosial politik mantap daatang untuk mendukung
pembangunan masyarakat. Dengan demikian tidakateggukenyataan dimana
pembangunan justru dikorbankan demi kepentingaiikpghng sama sekali tidak
berimpit dengan kepentingan pembangunan.

Politik dan pembangunan

Didorong oleh cita-cita bangsa sebagaimana dicatusalam cita-cita
kemerdekaannya demokrasi Pancasila perlu dikembangketapi selalu harus
diingat bahwa demokrasi Pancasila bukanlah sekedarcara atau mekanisme
pengambilan keputusan dalam musyawarah perwakilaja. sTetapi harus
merupakan cara berpikir, cara bermusyawarah, dama ¢tertindak dengan
berorientasi kepada kepentingan rakyat banyak dahaumendapatkan hasil yang
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sebaik dan sekaligus sebesar mungkin. Sudah metifadi bangsa untuk menolak
gagasan demokrasi liberal yang mendewakan keberiamaral denganmajority
rule dan juga menolak demokrasi terpimpin yang memunigki kekuasaan mutlak
penguasa maupun diktator mayoritas. Kedua benitklath dialami dalam sejarah
kehidupan bangsa dan pada dasarnya merupakan kenseklogis tingkat
perkembangan masyarakat Indonesia yang jauh dangite.

Pada tahap dewasa ini kondisi sosial politik dioimesia berangsur-angsur
telah dapat merumuskan dan menemukan bentuknyawajag yang kiranya dapat
menanggapi kebutuhan rakyat banyak yang sebagsan beerupakan rakyat petani
yang jujur beritikad baik dan sederhana. Oleh kamga pembinaan politik tidak
boleh menjadikan rakyat kacau dan fanatik sempéandauatu ideologi kepartaian
tertentu tetapi justru mengarah ke sikap terbuklaatiap golongan-golongan lain
sebagai partner berdemokrasi dan partner membangun.

Pembinaan politik adalah usaha dan upaya agar trabgayak dapat
berpartisipasi positif dalam program pembangunasional. Kesadaran rakyat
dalam bernegara secara kongkrit adalah melaluisgzsi di daerahnya masing-
masing, memecahkan persoalan-persoalan yang sedadihadapi. Partisipasi
yang demikian ini merupakan pelaksanaan programbgegunan nasional yang
dimulai dari desa, kabupaten, kota dan propinstafe maksimal partisipasi ini
dapat dijalankan melalui kekaryaan, fungsi dangsiofya masing-masing. Bentuk
kegiatan ini adalah manifestasi riill dalm usahdiasabernegara. Dalam
menciptakan kondisi untuk pelaksanaan dan pengegabansaha-usaha ini DPR
dan pemerintah berusaha untuk menyusun Undang-gratanomi daerah yang riil
dan undang-undang perimbangan keuangan pusat daergtadil dan wajar, yang
sekaligus dapat makin memantapkan integritas nalsdam integritas bangsa yang
sedang membangun...

Iklim pembinaan politik yang sehat, dan struktuditjo yang berfungsi
dengan baik, kedua-duanya adalah kesatuan yark) digpat dipisahkan. Untuk
menyehatkan kehidupan politik perlu diadakan pdmahastruktur politik baik yang
berlaku dalam pemerintahan yaitu suprastruktuitigofang masing-masing saling
pengaruh mempengaruhi kehidupan politik sebagalkasan.

Setelah dilalui sejarah kehidupan bernegara sepmkekdekaan hingga
sekarang, jelaslah bahwa kehidupan politik yangihaikembangkan tidak dapat
berorientasi pada kekuatan dan kekuasaan melaibkegrientasi pada manusia
serta perkembangan kemanusiaan dan kemsyarakatan pealu mendapatkan
perwujudan dalam penyusunan gagasan-gagasan skatagnaan pembangunan di
seluruh bidang kehidupan untuk meningkatkan ketejahn rakyat. Dengan
sendirinya alam pemikiran yang berorientasi padagnam prmbangunan harus
tertuang dalam pola struktur politik. Infrastruktoolitik yang beroritentasi pada
ideologi golongan tidak sesuai lagi dengan pola gyadiperlukan bagi
pembangunan. Infrastrutktur demikianb telah terbdktam sejarah bangsa tidak
dapat mengemban tuntutan rakyat, sedangkan sudth dariu semula bahwa
ideologi negara adalah Pancasila.

Kehidupan organisasi-organisasi yang bergerak lanmggsdalam bidang
politik harus mencari bentuk pengaturan yang badesiikian sehingga kegiatan
politiknya diarahkan terutama kepada partisipasigéang dalam kehidupan
ketatanegraan. Organisasi politik harus dapat nadsaup organisasi yang
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konsepsional, memberikan alternatif konsep-konsepgybaik dan benar. Dengan
sendirinya, menjadi wajar bahwa dalam pembahartraltsr politik, organisasi-
organisasi politik perlu menyederhanakan dirinyajkbdalam jumlah maupun
dalam strukturnya masing-masing. Dengan demikidmardpkan bahwa dalam
Pemilu di tahun 1976 yang akan datang hanya terdapmnda gambar, yakni dua
dari kelompok partai, dan satu dari Golkar.

Massa mengambang

Dalam hubungan ini perlu diingat bahwa, di masaangmg lalu rakyat
umumnya, lebih-lebih di desa-desa dengan alam pemikya yang belum cukup
rasional telah banyak terombang-ambing dan terlidatam pertentangan-
pertentangan politik dan ideologi sempit antaratgigrartai politik yang secara
sempit berorientasi pada ideologi masing-masingaiRpartai politik itu senantiasa
berusaha menghimpun kekuatan massa melalui penda@nherbagai organisasi
afiliasi atas dasar ideologi partai-partai induknyiassa rakyat, khususnya di desa-
desa selalu menjadi korban kepentingan politik Bepentingan ideologi partai-
partai yang bersangkutan. Terlibatnya mereka dgbemientangan kepentingan
politik dan ideologi sempit telah menyebabkan keéipgan yang menyangkut
kehidupan mereka sehari-hari kebutuhannya akan jkamalan perbaikan hidup
baik material maupun spiritual menjadi terabaikan.

Keadaan semacam ini hendaknya tidak terulang l@¢h karena itu
mengingat bahwa, bahkan hingga kini orientasi pdelalogi sempit itu pun belum
seluruhnya ditinggalkan oleh partai-partai polgikdah selayaknya bila rakyat yang
sebagian besar terdiri atas rakyat di pedesaaihkhal perhatiannya dari masalah-
masalah politik dan ideologi sempit, dan diarahkapada usaha pembangunan
nasional, antara lain melalui pembangunan masyamésanya masing-masing.
Untuk itu wajarlah bila kegiatan partai politik dilasi sampai daerah tingkat Il. Di
sinilah letak makna dan tujuan dari proses depakiidan deparpolisasi bagi desa-
desa.

Meskipun demikian hal ini tidak berarti bahwa rakgiadesa-desa tidak bisa
mempunyai aspirasi-aspirasinya sendiri termasukiragsppolitik. Di samping
kesempatan untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi kaeke arah pembangunan
masyarakatnya sendiri dalam pemilihan umum, medaEmt menentukan pilihan
pada golongan-golongan baik partai politik maupunik& yang dipandangnya
mampu untuk menyalurkan aspirasi mereka, dan yamgnpunyai program
perjuangan dan program pembangunan sesuai dengeasaaspirasi mereka.

Dengan demikian rakyat di desa-desa tidak perlugmapiskan waktu dan
tenaganya yang berharga untuk melibatkan dirinyand&ancah perjuangan politik
partai dan golongan tetapi menyibukkan diri dalasaha-usaha pembangunan
sehingga didapatlah apa yang dapat disebut sethaaiing massyang tidak terikat
secara permanen dalam keanggotaan sesuatu palité. @i samping dapat
diarahkan kepada usaha-usaha pembangfipating massini akan merupakan
dorongan pula bagi kekuatan-kekuatan sosial palitkkik mempersiapkan program
pembangunan yang akan ditampilkan dan dinilai dafm@milihan umum dan
golongan yang mempunyai program pembangunan yamyangkut kepentingan
umum akan menang dalam pemilihan umum.
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Golkar dan pembaharuan politik

Dalam merumuskan usaha-usaha ke arah pembinaanik pglina
tercapainya iklim kehidupan politik yang sehat dgang tidak hanya dapat
mengemban tuntutan pembangunan tetapi yang sekalmpat memajukan usaha-
usaha pembangunan yang integral, kiranya strukblitippyang dihasilkan oleh
pemilihan umum tahun 1971 dapat digunakan sebagadamatau sekurang-
kurangnya sebagai pangkal tolak sekalian usahalgtrsDengan modal atau pun
pangkal tolak di atas ini tidak segera dapat tewdiujklim politik nyang
dikehendaki tetapi terjadi melalui suatu proseshmdmruan dan perubahan. Dalam
rangka ini telah muncul Golkar sebagai suatu kekuatang diharapkan dapat
menjadi unsur pembaharu yang mampu membawa iklilitikpgang ada kepada
bentuk baru sesuai dengan yang dibutuhkan badigmiaan pembangunan.

Usaha Golkar ini didukung oleh unsur-unsur pemhalyang terdiri dari
kelompok-kelompok profesi/fungsional, komponen-kamgn pegawai negeri, para
ahli/sarjana, massa rakyat yang nonpartai sertal/SBBagai salah satu komponen
pembaharuan ini. Sebagai unsur pembaharu, Golkatirsdidak terlepas dari
proses pembaharuan. Maka jelaslah bahwa struklitikp@ng dipolakan demikian
akan mengubah dimensi tata gerak unsur-unsur lgolg#ehingga atas dasar
pengertian bahwa politik adalah pengabdian, bekalkidupan politik itu makin
dapat ditataselaraskan kepada bentuk-bentuk kegigéamg diperlukan dalam
kehidupan sosial. Semakin bentuk-bentuk itu meatskemakin tepat struktur
politik itu...

Institusi, komunikasi dan media massa

Masyarakat berfungsi melalui bentuk-bentuk perseasii, perhimpunan,
institusi maupun kelompok-kelompok kesatuan laigmgak dalam tata ruang kota
maupun desa. Perbedaan fungsi kota dan desa mecob&ki berbeda pula dalam
kehidupan institusionalisasi di kota dan di desdl slan lain juga akibat kondisi
sosio kultural yang berbeda. Bila di desa bentukide pengaturan masyarakat
masih sangat terikat pada pola-pola kehidupan iagmir kota makin hari makin
dikenal tuntutan-tuntutan baru yang pada gilirandiyamuskan demi berhasilnya
pembangunan nasional. Pembanguan menuntut tergadgiepgelompokan yang
lebih riil, lebih efektif dan lebih efisien, danlad merupakan konsensus nasional
bahwa titik berat dalam institusionalisasi masyatakang sedang membangun
adalah pengelompokan berdasarkan kekaryaan atéesiprDalam bentuk inilah
kiranya masyarakat menyelenggarakan partisipagenypa melupakan hakikatnya
sebagai bagian dari masyarakat secara keseluruatar.belakang yang terlampau
bersimpangsiur, orientasi yang tidak memenuhi tantzaman seperti yang masih
banyak berlaku di Indonesia-dimana formalitas leliipentingkan daripada
fungsinya- menyebabkan demokrasi tidak pernah bgsiudengan baik. Penataan
ulang institusi masyarakat seiring kemajuan zamdaktberkembang dengan
otomatis, terutama apabila hal itu dihasilkan gdelnsilangan dengan kebudayaan
lain seperti halnya kehidupan kepartaian yang neap bentuk pengaturan yang
dikenal dari masyarakat Barat.

Bentuk pengaturan ini menuntut latar belakang peamnkdan tingkah laku
tertentu yang ternyata jarang berimpit dengan kondasyarakat Indonesia. Oleh
karenanya pengolahan merupakan proses yang tidaggemal akhir, selalu berjalan
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dan dipertimbangkan berdasarkan perkembangan konttiasik masyarakat serta
pengaruh-pengaruh ekstrinsik tersebut.

Pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan dalaakemisasi dapat
dianggap merupakan spesialisasi-spesialisasi. Paldsarnya pergeseran
pengelompokan ke arah ini telah terjadi dalam masgd Indonesia dari bentuk
paguyubanke arahpatembayanPerubahan ini mengakibatkan bahwa kebutuhan
manusia sehari-hari tidak perlu lagi dikerjakarhad@ggota keluarga sendiri. Telah
timbul pembagian-pembagian kerja pada sektor-sgiianer sampai pada sektor
jasa-jasa.

Perubahan situasi ini perlu mendapatkan bentukmyand segala bidang
kehidupan, baik sosial, ekonomi maupun politis.

Sumber Intisari ini berasal dari tulisan Ali Moertopihe Acceleration and
Modernization of 25 Years' Developmesing pertamakali diterbitkan pada 1972,
dan versi bahasa Inggrisnya pada 1973. (Bourchidga&iz, 2006: 61-67)
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Abdul Kadir Besar:
“Negara Kekeluargaan”

UuUD1945 menganustaatsideekekeluargaan. Inilah yang menjadi pangkal
tolak dari sistem pemerintahan berdasarkan UUD 184&tu sistem pemerintahan
itu terwujud dalam pembagian kekuasaan antar leatmgbaga negara (yang
marupakan bagian-bagian dari sistem) dan hubungkunalsaan (yang merupakan
hubungan fungsional antar bagian) antar lembagarag@ng bersangkutan ...

Negara Republik Indonesia mendasarkan diri padamatedaulatan rakyat,
lazim disebut demokrasi. Adalah bahvekyatlah yang berdauladan oleh karena
itu penyelenggara pemerintahannya didasarkan peldenklak rakyat. Konkretisasi
esensi demokrasi ini, di berbagai negara demokfiagiunia, tidak selalu sama,
dalam negara yang satu berbeda dari negara yamgtéagantung darstaatsidee
yang dianut di negara-negara yang bersangkutan.

UUD 1945 menganustaatisdeekekeluargaan (yang dalam ilmu negara
dikenal dengan istilah teori integralistik), yaiswatu pengertian tentang negara
yang bersatu dengan seluruh rakyatnya, yang mesigataruh golongan yang ada
dalam segala lapangan kehidupan. (Soepomo dalannY&59:113)

Prinsip-prinsip yang dikandung dalastaatsidee kekeluargaan adalah:
prinsip persatuan antara pimpinan dan rakyat darsiprpersatuan dalam negara,
dan hal ini seluruhnya sesuai dengan aliran pikegtimuran (termasuk Indonesia).

Struktur kerohanian bangsa Indonesia yang dilakakbagi psikologi dan
sosiologi masyarakat agraris, berkecenderungan deat persatuan hidup, mula-
mula di lingkungan keluarga sendiri dan karena klas&ebutuhan, meluas dalam
lingkungan masyarakat hukumnya untuk menghadapy@aldan tantangan alam.
Oleh karena bahaya dan tantangan alam itu tidaktddiperhitungkan mengenai
bentuk, intensitas dan waktu terjadinya, maka wlmenolong yang diperlukannya
juga tidak dapat diperhitungkan secara rasional, sbagai konsekuensinya tidak
melahirkan suatu mental hitung-menghitung untumg secara proporsional.

Dari lembaga tolong menolong dan gotong royongetars lahir suatu
filsafat hidup seperti yang dilukiskan olef Probepomo bahwa, ‘manusia sebagai
seseorang tidak terpisah dari yang lain atau damiadluar, golongan-golongan
manusia, malah segala golongan makhluk, segalaatsediercampur baur dan
bersangkut paut.’

Staatsideekekeluargaan membawa konsekuensi pada pengediznéak
rakyat, yaitu bahwa yang dimaksud dengan keheralakat adalah kehendak dari
seluruh rakyat, mencakup segenap aspirasi soditikpgang hidup di kalangan
rakyat, kepentingan daerah dan kepentingan golorigsican kehendak mayoritas
rakyat saja seperti halnya dalam negara demokrasdabarkanstaatsidee
individualisme dan bukan kehendak minoritas sajangyanengatasnamakan
kolektivitas seperti halnya dengan negara-negawitty berdasarkasstaatsidee
kelas...

Negara Republik Indonesia yang menganut paham b&ktandak rakyat
adalah kehendak daseluruh rakyat, keanggotaan lembaga tersebut yaitu MPR
harus mencerminkapenjelmaan seluruh rakyatDalam terminologi staatsidee
kekeluargaan berarti bahwa segenap anggota kelBanggsa Indonesia harus ada
dalam MPR.
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Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 beserta lpsajgya, maka yang
dimaksud dengan ‘anggota keluarga’ adg@glalongan politikyaitu segenap anggota
DPR..., golongan daerahdan golongan karyayang dua terakhir menurut UUD
1945 diberi sebutan ‘utusan’ yang berarti tidakypdipilih lewat pemilihan umum.
Golongan-golongan yang secara kualitatif nyata urg$i terhadap kehidupan
kenegaraan dan kemasyarakatan seperti misalnyaeldam@n, tani, buruh,
angkatan bersenjata dan sebagainya tetapi sekadarenak jumlah
penduduknya/anggotanya tidak atau kurang mencukpgrisyaratan kosien-
pemilihan tidak terjamin mempunyai wakil dalam MPR.

Kemutlakan adanya utusan-utusan daerah dan utdssanu golongan
dalam MPR adalah konsekuensi dataatsideekekeluargaan yang dianut oleh
UUD 1945...

Berdasarkarstaatsideekekeluargaan maka dalam kehidupan kenegaraan
Indonesia hanya ada satu rumusan kehendak rakyadittmbagakan menjadi
garis-garis besar haluan negara (disingkat GBHIdj dntuk merumuskan serta
menetapkan GBHN tersebut perlu dipenuhi dua syga#t): qua forumharus yang
mencerminkan penjelmaan seluruh rakyat, dalam haladalah MPR karena
keanggotaannya telah mencakup seluruh ‘anggotaigeluyaitu golongan politik,
golongan daerah dan golongan karymia cara mengambil keputusan dalam
menetapkan GBHN haruslah dengan mufakat bulat Baapabila sekadar dengan
keputusan suara mayoritas berarti ada kehendakndadritas rakyat yang tidak
masuk dalam GBHN yang pada gilirannya berarti GBHdkan merupakan
kehendakseluruh rakyat, hal mana bertentangan dengan pengertiahefidak
rakyat’ berdasarkastaatsideekekeluargaan, melainkan sama dengan pengertian
‘kehendak rakyat’ berdasarkataatsideendividualisme.

Para pembuat UUD 1945, dengan sadar tidak mendasasistem
pemerintahan yang hendak disusun dengan teori pbhamiskekuasaaseparation
of powe) dari Montesquieu, karena dari teori tersebut giimp sebagai bagian
daripada paham demokrasi liberal.

Sebaliknya, oleh karena staatsidee yang dipilith gdara pembuat UUD
1945 adalah kekeluargaan, maka sistem pemerintghadidasarkan pada teori
pembagian kekuasamligision of powe), dimana antar lembaga-lembaga negara
tertinggi  meskipun  masing-masing  melaksanakan lsdama tertentu,
dimungkinkan untuk saling kerjasama, yang menurat. Supomo dikataan bahwa
UUD kita bersistem sendiri

Sumber Intisari ini diambil dari dokumen setebal 55 maén yang ditulis
ketika Kolonel Abdul Kadir Besar menjabat Sekretardendral Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Dokumeseitdiri bertanggal 18
April 1968, tetapi dikutip sebagai sumber sejak9ersi ini diambil dari Besar,
1972: 493-501. (Direproduksi dalam Bourchier & Hadi006: 56-58)
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Soeharto:
“Hak Demokrasi jangan digunakan sebagai kedok”

Adanya perbedaan pendapat di Indonesia memangtstcaja terelakkan,
asalkan semuanya tetap berada dalam batas-batgsligantukan oleh kebutuhan
untuk mempertahankan keharmonisan yang demokReidbedaan adalah bumbu
demokrasi. Namun perbedaan-perbedaan itu harugadggar tetap berada dalam
batas keharmonisan yang demokratis. Rakyat tidd&hbmenggunakan hak-hak
demokrasi mereka jika akhirnya malah menghasilkaondisi yang tidak
demokratis. Tampaknya hal yang demikian ini sedémgadi di Indonesia,
khususnya dalam hubungan dengan proyek Taman Nionkesia Indah.

Sebenarnya memang sangat wajar bahwa perbedaaappémkan muncul
dalam hubungan dengan proyek ini. Namun perbedadregaan ini semestinya
tidak diperbesar sampai ke titik yang membahayalkemokrasi itu sendiri. Konflik
antara kelompok yang pro dan kontra dapat menjackraan bagi keamanan dan
ketertiban publik dan mengganggu stabilitas nasiodal ini akan melahirkan
hambatan bagi pembangunan...

Proyek Taman Mini Indonesia Indah memiliki dua fsingtama. Yang
pertama, Kkeluar ditunjukkan untuk menjadi alat koikasi, untuk
memperkenalkan Indonesia kepada bangsa-bangsaitéik menunjukkan kepada
mereka cita-cita yang sesungguhnya dari perjuamgkyat Indonesia, dan sifat
Pancasila, yang mencermnkan falsafah hidup merBkdagaimana telah saya
katakan sebelumnya, kita tidak bisa mengisolasi kite harus bersahabat dengan
negara-negara lain. Khususnya, jika kita ingin bexp dalam membangun
perdamaian dunia, kita harus dipercaya oleh babgegsa lain. Agar bisa
dipercaya, dihormati, disukai kita harus membuairikedian Indonesia dikenal,
yang untuk itu kita perlu merunutnya ke belakandamdari abad ke-8.

Kedua, ada fungsi yang ditunjukkan ke dalam. Ralpaibnesia tidak
mungkin mengunjungi seluruh bagian Indonesia—Suraakalimantan, Sulawesi,
Kepulauan Maluku, Irian, dan Kepulauan Nusa Temmgdiu tidak mungkin.
Namun dengan mengunjungi proyek Taman Mini ini, ekarakan dapat melihat
seluruh negara ini, dan juga memiliki rasa banggajadi sebuah bangsa, sebuah
bangsa yang benar-benar kaya budayanya, alamnya,fleeaa dan faunanya, dan
kaya dengan berbagai bentuk kesenian dan sebagdimyakan menciptakan
kesadaran berbangsa. Kesadaran berbangsa ini ndiflekukan jika kita ingin
hidup sebagai sebuah bangsa, untuk meningkatkaratak kita sebagai bangsa—
dalam bidang ideologi, ekonomi, juga militer. Dengdemikian, Taman Mini ini
bertujuan mengajarkan kita kesadaran berbangsaademgnunjukkan keindahan
Indonesia.

Selain itu, proyek ini memiliki fungsi selanjutnyjpembangunan ekonomi.
Ada banyak orang dari negara-negara lain yang imgilihat Indonesia, melihatnya
dari dekat. Oleh karena itu, kita harus mengektgsoisituasi ini. Kita perlu
memperhatikan negara-negara lain. Untuk pembangukism memerlukan
perdagangan luar negeri, kita memerlukan devida Hita mendatangkan turis
asing, kita juga mendatangkan devisa. Inilah yaimkakan negara-negara lain,
seperti Italia, Spanyol, Swiss, dan Jepang. Danmiwsata saja kita bisa
memperoleh devisa lebih daripada Rp 1 milyar.ebilh banyak daripada hasil dari
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seluruh ekspor kita, minyak dan barang-barang |dMengapa kita tidak bisa
memproleh keuntungan yang demikian ini dari keiagialmdonesia jika saya yakin
bahwa masyarakat negara-negara lain ingin melingdana kita?

Aspek lain dari Taman Mini Indonesia Indah, jikaoyek ini bisa
dilaksanakan adalah keuntungan sampingannya; lapgrekerjaan, tidak hanya di
dalam proyek itu sendiri, tetapi juga di bidangdrd lain, misalnya melayani
pengunjung dan menjual eskrim, kacang, rokok, dan-lain. Semua kegiatan
sekunder ini akan tersedia bagi masyarakat, oleknkaitu, proyek ini akan
menyumbang bagi penyediaan lapangan kerja. Jétiatdilari segi tujuan dan cita-
cita, proyek ini tidak bertentangan dengan stragegijuangan bangsa untuk
mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdas&#acasila. Proyek ini juga
tidak bertentangan dengan strategi pembangunangaelsabuah upaya untuk
mewujudkan kemerdekaan kita dan mencapai masyayakat adil dan makmur.
Proyek ini juga tentu saja tidak akan mempengakebiangan pemerintah karena
tidak akan dibiayai dari anggaran pemerintah.

Saya sangat yakin bahwa proyek ini penting. Namaya stentu saja
mengakui bahwa pemerintah harus mengutamakan pmogsgkk yang lebih
penting. ltulah sebabnya mengapa proyek ini tidakadukkan dalam proyek
pemerintah. Namun karena pembangunan itu bukanpaksn urusan pemerintah
saja, dan sektor swasta juga memainkan peran, mapgarankan mereka untuk
menyelesaikan proyek ini. Jika sektor swasta b&sewmbangun Taman Mini
Indonesia Indah—tanpa memperoleh bantuan ataukparastimewa dalam segala
bentuk—maka saya katakan, jalan terus.

Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian, kadang-kadan@ dagrtanya-tanya
mengapa proyek Taman Mini Indonesia Indah ini...m#injssedemikian
kontroversial—dicampuradukkan dengan masalah kalzranengkritik, tidak ada
bedanya dengan Orde Lama, pelaksanaan hak-hak dcesnakan seterusnya. Jika
hak-hak demokrasi dilaksanakan terlampau jauh wkiak tanpa kehati-hatian,
demokrasi tidak akan ada lagi, dan strategi stabiliyang penting bagi
pembangunan akan berada dalam bahaya.

Sekarang prinsip apa yang meragukan? Yang ditakatyarakat adalah
hambatan pembangunan. Sebagai orang yang bertajjggab terhadap
pembangunan, saya bisa menyatakan dengan tegasm&myamin bahwa proyek
ini tidak akan menghalangi pembangunan. Yang justamgat tepat adalah
sebaliknya, karena proyek ini sama sekali tidakidmtangan dengan strategi
pembangunan. Kedua, telah dikatakan bahwa proyekakan mempengaruhi
pendapatan pemerintah. Sekali lagi, sebagai kggai@rintahan, saya menjamin
kepada Anda bahwa dana pemerintah yang dialokasikdnk pembangunan,
dengan jumlah Rp 231 miliar untuk tahun 1972-1%£Bagaimana saya katakan di
hadapan DPR kemarin, tidak akan banyak terpendgaahkan jika Rp 10 miliar
untuk proyek ini diambil dari anggaran pembangurdamun pemerintah sangat
tegas dalam proyek ini: proyek ini tidak akan mangikan dana anggaran
pembangunan. Pendapatan pemerintah juga tidaktiekzngaruh.

Baiklah, jadi apa masalahnya? Mungkin karena pianpiproyek ini adalah
Bang Ali (Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin) dan sigornya adalah Bu Harto, istri
saya. Diciptakan kesan bahwa Taman Mini Indonesiah adalah sebuah proyek
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mercusuar, sebuah proyek untuk memperpanjang ragséan. Ya Allah! Tidak
demikian! Institusi-institusi seperti ini tidak ada

Jika itu dipahami, jelaslah bahwa proyek ini sendama sekali bukan
masalahnya, melainkan proyek Taman Mini digunakatuku menciptakan isu
politik.

Lihatlah kenyataannya. Lihatlah pola kontroversjalkel968 dan 1969.
Caranya mengangkat isu persis sama seluruhnydy ssdanelintir masalah ke arah
yang berlawanan, menciptakan opini-opini antagates kontraproduktif dan
membingungkan masyarakat. Tujuan dasarnya adalalliskeeditkan pemerintah.
Selain itu, sebagaimana terjadi, orang-orangnyagaga. Pelaku-pelakunya sama,
dan saya tahu bahwa orang-orang yang di belakgagjlaga sama.

Apa tujuan politik mereka yang sebenarnya? Kitautalpa itu, dan itu
bukanlah proyek Taman Mini. Tujuan yang sebenarmdam jangka pendek,
adalah mendiskreditkan pemerintah dan juga, tenaja, sorang Yyang
bertanggungjawab, saya sendiri, sebagai kepala rpgaiean dan presiden.
Sedangkan dalam jangka panjang mereka ingin mekd&@gRI| keluar dari
aktivitas eksekutif dan mengakhiri dwifungsi ABRVlereka ingin mendorong
ABRI kembali ke ‘baraknya’, yakni, membatasi mergkala fungsi keamanan saja.

Jika itu targetnya, bukan proyek Taman Mini yanghb& menjawab
kecaman-kecaman mereka. Jawabannya harus diberiganABRI, dan jawaban
ABRI sangat jelas. Sebagaimana telah saya katadamalng kali, ABRI tidak akan
menyerahkan dwifungsi mereka. Di atas dasar dwguimgg ABRI—bersama-sama
dengan kekuatan sosial lain—akan mampu menjaga daEiD demokrasi kita.
Bersama dengan kekuatan-kekuatan sosial yang tlainPABRI akan menempati
posisi-posisi eksekutif dan legislatif.

Jadi, ABRI lah yang akan menjawab. Jika tujuanrdalah mendiskreditkan
pemerintah dengan visi menendang saya keluar kan dapat dilakukan dengan
mudah. Tidak perlu banyak cekcok tentang hal inayaS adalah kepala
pemerintahan berdasarkan UUD kita. Kepala negapditdioleh wakil-wakil
rakyat, yang sampai saat ini adalah oleh MajelismiBsyawaratan Rakyat
Sementara, dan selanjutnya oleh Majelis PermusydsrarRakyat. Insyaallah,
Majelis Permusyawaratan Rakyat terpilin akan bargidtahun depan, bulan Maret
1973, untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluarafdedan memilih seorang
presiden dan wakil presiden. Ini akan memberi meiedsempatan itu jika itu yang
mereka inginkan. Mereka dapat mencalonkan diri keerau orang lain dalam
sidang MPR untuk dipilih dalam pemilu sebagai mtesidan wakil presiden. Ini
sangat mudah. Daripada banyak berselisih tentargalata@masalah ini sekarang,
lebih baik biarkan mereka bersaing satu sama laland memberikan pengabdian
mereka kepada negara dan biarkanlah rakyat mer@ilidng-orang yang memiliki
reputasi pengabdian akan menjadi orang yang diparoteh rakyat dan dipilih
pada bulan Maret 1973, hanya 15 bulan dari sekakamgng beberapa hari.

Namun, jika mereka tidak bisa meunggu sampai Magat3, mungkin
karena mereka sudah muak dengan saya, ada hakhgldapat mereka lakukan
lebih awal secara konstitusional, yakni, mengadékiaang Istimewa MPR. DPR
yang sekarang ini, hasil dari pemilu, telah digajkam dengan MPR oleh presiden.
Dalam waktu dekat mereka akan digabungkan dengawakian-perwakilan
daerah dan partai-partai politik. Itu berari sebugilang Istimewa MPR bisa
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diadakan kapan saja jika ini adalah permintaan paitdl rakyat. Jadi, jika mereka
tidak bisa lagi menerima saya sampai Maret 197Buate sidang istimewa dapat
diadakan untuk mengganti saya. Ini mudah: tidakup@sut-ribut.

Namun izinkan saya mengingatkan satu hal kepadaekaeGegala sesuatu
harus dilakukan secara konstitusional! Tujuan OB#u secara khusus dalah
menegakkan UUD dan demokrasi. Jika kecenderungegnklerungan yang
inkonstitusional muncul, saya akan kembali padapsikang saya ambil pada 1
Oktober 1965 ketika saya mengabdi rakyat dengarawasl PKI yang ingin
menginjak UUD dan Pancasila.

Pada saat itu tidak ada orang yang datang kepa@dausduk mendorong
saya, apakah para pemimpin partai politik menawarttakungan kepada saya?
Tidak. Tidak ada juga dari kelompok-kelompok pemydag datang. Tidak ada
juga yang dari kalangan mahasiswa. Namun saya tluli, siapa yang di
belakang saya. Pada kenyataannya hanya ada saty mtai saya. Dengan enteng
dia berkata kepada saya, ‘teguhlah dalam keyakinanitulah pesan istri saya
kepada saya pada 1 Oktober. Itu adalah dorongarshgg dan memberikan saya
kekuatan yang cukup untuk mendorong rakyat agageiahkan PKI.

Kemudian setelah hal itu berhasil dilakukan Froandasila dan Angkatan
66 dibentuk dan kemudian gerakan untuk mempercepases mengatasi
penyimpangan. Dan saya didorong untuk bertindakarae&onstitusional untuk
mempercvepat proses koreksi ini.

Dengan tegas ini saya tolak. Saya sudah tahu apg saya pikirkan.
Bertindak sesuai UUD adalah masalah prinsip baga.sKarena semua koreksi
harus dilakukan dengan cara-cara yang konstitusi@idang Istimewa dan Sidang
Umum MPRS diadakan, dan seterusnya. Segala sedliftkukan secara
konstitusional sehingga rakyatlah yang menentuRamggungjawab saya adalah
menjamin agar perubahan-perubahan tidak dilaksanaangan cara-cara
inskonstitusional. Dan syukur alhamdulillah sayehbsil.

Sesudah itu ada lagi tekanan terhadap saya untgamdnil langka-langkah
di luar konstitusi. Namun sebagaimana saya katalyamkur alhamdulillah saya
berhasil. Jika waktu itu saya bertindak inkonstiinal ketika terjadi perpecahan
yang sangat tajam, saya dapat membayangkan gamyEmgnakan terjadi. Pasti
sudah terjadi perang saudara dan situasi kita mnngkan sangat berbeda saat ini.

Alhamdulillah kita mampu mengatasi kesulitan-kesuliitu. Saya dikritik
karena melakukan semua ini dengan terlalu berladiti-Baya diejek sebagai orang
Jawa yang ‘alon-alon waton kelakon’ (pelan-pelgr fasti), sebagai orang Jawa
yang seperti siput yang sedang berjalan, sepegkosesiput yang cangkangnya
terlalu besar dan berat untuk tubuhnya. Tidak gg@a-gang penting adalah menjaga
negara dan bangsa ini.

Dengan alasan itu jika ada orang-orang yang mencbegindak
menyimpang dari konstitusi saya akan kembali keakip yang saya ambil pada
1 Oktober 1965. Sangat jelas saya akan menghantaeka) siapapun mereka, dan
saya pasti akan mendapatkan dukungan penuh ABRindadl itu.

Dan itu juga akan berlaku bagi mereka yang memé#daahak-hak
demokrasi mereka dan menggunakannya sebagai keduk menggunakan hak-
hak mereka secara berlebihan semau mereka. Hakthaklalah seperti bumbu,
jika digunakan berlebihan akan merusak semuanya.jika perusakan demokrasi
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akan mengakibatkan gangguan ketertiban dan sike@snanan umum, gangguan
stabilitas nasional dan gangguan pembangunarndél akan saya biarkan. Supaya
anda mengerti apa yang saya maksudkan dengan “Selak akan
membiarkannya”, ijinkan saya mengatakan dengars teang bahwa saya akan
mengambil tindakan. Jika orang-orang itu tidak nied@hkan peringatan-
peringatan ini dan terus bertindak seperti yang ek®erlakukan, saya akan
mengambil tindakan. Dan jika ada ahli-ahli hukumganemiliki keyakinan bahwa
presiden tidak bisa lagi melakukan itu, bahwa akartentangan dengan hukum
jika saya bertindak melawan mereka yang bertanggiegab terhadap
penyimpangan-penyimpangan ini—jika mereka kerasaleepengan itu--baiklah,
gampang saja. Demi kepentingan negara dan bangga, dapat menggunakan
Surat Perintah Sebelas Maret 1966, untuk menetaplegara dalam Keadaan
Darurat. Jika perlu, saya bisa melakukan itu baltkapa adanya keadaan darurat.
Jika orang-orang itu akan terus menciptakan kelatcasaya akan menjadikannya
alasan untuk bertindak, dalam tanggung jawab sapadap rakyat dan Tuhan.

Seperti yang saya katakan sebelumnya, perbedadaertidak terelakkan
dalam sebuah negara demokrasi, dalam lingkungag glamokratis. Namun ada
batas-batas bagi perbedaan pendapat itu. Batas{haw@itentukan oleh kebutuhan
agar demokrasi selaras dengan tuntutan perjuanganTkintutan perjuangan kita
saat ini adalah membangun, mengisi kemerdekaan. g@agbangunan, kestabilan
politik dan ekonomi itu sangat penting, dan kedtabipolitk memerlukan
ketertiban dan keamanan.

Sumber Pidato disampaikan dalam acara peresmian RumkdhFatamina
di Jakarta pada 6 Januari 1972, menyusul protesasiaba menentang
pembangunan Taman Mini Indonesia Indah. Edisi ahaggris pidato ini diambil
dari transkrip resmi dalam Smith (1974: 235-40) &apa pemimpin geraka
mahasiswa ditangkap segera setelah pidato ini gisieamn. (Direproduksi dalam
Bourchier & Hadiz, 2006: 67-74)
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Mohammad Daud Yoesoef:
“Aceh masih Mungkin Pisah”

Pada waktu artikel ini (Yoesoef 1999) muncul diasutabar terbitan Banda Aceh
pada 7 Maret 1999, kampanye menuntut referendumk kgmerdekaan di Aceh
tengah berlangsung. Mohammad Daud Yoesoef adalaenddimu Hukum
Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh.

Mengkaji ulang untai sejarah kelahiran Negara Rétitedh kita menelaah
kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum dibroklamirkan pada tahun
1945. Kajiannya dapat didekati secara historis ktamstitusional. Pertama, secara
historis, perlu diteliti dari suku-suku mana sajaNdsantara ini wakil-wakil yang
hadir dalam pertemuan akbar, yang kemudian mekahiumpah Pemuda 1928.
Menurut data sejarah tidak ada satu orang Acelypog mewakili bangsanya pada
waktu itu dalam even sumpah pemuda tersebut.

Dalam proses pembentukan UUD 1945 pun hanya sangoiceh yang
diikutsertakan dalam PPKI, yaitu Mr. Teuku Muhamniéasan (almarhum). Tapi
harap dicatat, ia tidak dapat dikatakan sebagaiilwa&ngsa Aceh, karena
kedudukannya sebagai anggota PPKI hanya kebetalan lsntaran pada masa
penjajahan Belanda ia berdomisili di Batavia dalamgka sekolah. la mendapat
kesempatan untuk itu atas dasar keturunan dai s&arang penguasa daerah di
Aceh yang diangkat oleh Belanda.

Kedua, secara konstitusional, UUD 1945 apabila |adite filosofi
kelahirannya, tidak dapat dipisahkan dari peng&albnialisme. Hal ini tercermin
pada pemberian kekuasaan yang sangat besar kepegidep. Presiden sebagai
pemegang kekuasaan eksekutif juga memegang kekudesgiglatif dan masih
dapat mencampuri urusan-urusan yang masuk wewepadigatif. Kekuasaan
presiden yang sangat luas, menurut UUD 1945, daktierlepas dari sisa pengaruh
kekuasaan Gubernur Jendral masa Hindia Belanda. ®Rasa itu dimaklumi bahwa
hubungan antara negeri Belanda dan Hindia Belandagas jauh dan
komunikasinya sangat sulit. Konsekuensinya, pertarindi Negeri Belanda
menyerahkan kekuasaan yang sangat besar kepadanGuidendral di Hindia
Belanda.

Di samping pengaruh tersebut, juga dapat dikatdlednwa sebagian besar
Panitia perumus UUD adalah mereka-mereka yang metepependidikan dari
Belanda.

Kecuali itu, suatu UUD/konstitusi haruslah, selamemuat ketentuan-
ketentuan pokok mengenai badan-badan pemerintaheserth tugas-tugas
pokoknya, menentukan dasar-dasar negara dan hakdu@a negara/HAM, juga
menentukan wilayah negaranya. Dengan kata lainlaéim UUD itu disebutkan
daerah-daerah mana saja yang termasuk dalam k&dawdayahnya térritorial
souvereignty Ketentuan seperti itu dapat kita lihat dalam UGEndwet Negeri
Belanda, Konstitusi Malaysia, Filipina dan lainAai

Tapi, ketentuan mengenai daerah-daerah mana yasgknaalam wilayah
Negraa RI tidak disebutkan dengan tegas dan jelesndUUD 1945, baik dalam
batang tubuh maupun penjelasannya. Hanya dalamelasan Pasal 18 UUD 1945
ada disebutkan contoh desa di Jawa dan Bali; Nagaviinangkabau; dusun dan
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marga di Palembang. Jadi wilayah Negara RI sebgaatidak jelas meliputi
daerah-daerah mana saja yang merupakan kedaulat@yalwya. Berdasarkan
fakta tersebut di atas, maka daerah-daerah diJaaa pada masa sekarang ini
dapat menuntut pemisahannya dari Negara Rl yangk sighun 1945 telah
memasukkannya sebagai wilayah Negara Kesatuanrighdeidak mengindahkan
aspirasi mayoritas rakyat di daerah-daerah diJasra. Sesungguhnya, UUD 1945
itu dibuat atas dasar kepentingan Pulau Jawa demgangabaikan kepentingan-
kepentingan daerah-daerah lainnya. Oleh karenapgaplakan atau tuntutan
perubahan terhadap UUD 1945 adalah wajar dan mieanphak dari rakyat di
daerah-daerah luar pulau Jawa. Khususnya Aceh tedaiy dieksploitasi berpuluh-
puluh tahun, bahkan rakyatnya ditindas secara biaslama DOM, sahlah
menuntut pemisahan dari Negara Kesatuan RI. Sa@hrpehuntut penentuan nasib
sendiri Gelf determination melalui referendum, atau pun selemah-lemahnya
semangat, hanya menuntut negara federasi.

Negara federal ditentukan adanya pemisahan kekuasagara antara
pemerintah pusat (pemerintah federal) dan peméridtzerah (negara bagian).
Sistem pemerinahan federal ini cocok sekali bagjarenegara yang memiliki
wilayah geografis yang luas (terdiri atas kepulayamg dipisahkan oleh laut), dan
bagi negara-negara yang mempunyai keberagaman hdasshagai akibat
ketimpangan kondisi sosio-ekonomi dan perbedaamrall seperti wilayah negara
Indonesia yang telah dikontrol oleh pemerintah p(skarta) selama jangka waktu
lama. Demikian pandangan sarjana politik.

Tuntutan-tuntutan seperti tersebut di atas, bagehAadalah hal yang
mutlak. Oleh karena pemerintah pusat, khususnyaipan ABRI, selama ini tidak
menampakkarpolitical will-nya untuk menyelesaikan kasus-kasus Aceh selama
DOM dan Pasca-DOM. Pemerintah menutup mata dargtelierhadap jeritan hati
rakyat Aceh. Padahal mereka mungkin sadar, bahtyatrahceh tetap memiliki
survival instinct, untuk tetap hidup secara mamwsieRakyat Aceh memiliki
martabat yang selama ini telah diinjak-injak oleBRA. Oleh karenanya, demi
martabatnya (national prestige), apapun rela déukbn selama pemerintahan
tidak memberikan jalan keluar, alias tidak membukae-saving exituntuk
menjawab nestapa dan ketertindasan Aceh selama ini.

Artinya, ditinjau dari segi apapun—historis dan &iiusional—apalagi
dilihat dari spirit dan tekad Aceh yang sudah meisggl saat ini, tidak ada kendala
yang begitu berarti bagi Aceh untuk pisah dari PRdiguindonesia, sebagaimana
halnya Timtim. Dan, kalau Timtim bisa, kenapa Ad&tak? Cuma, masalahnya,
relakah republik melepaskan Aceh yang selama icarseekonomi sudah sangat
menggemukkan pusat?

Sumber David Bourchier dan Vedi R. HadiPemikiran Sosial dan Politik
Indonesia Periode 1965-1999akarta; PT. Pustaka Utama Grafiti, 2006. Hal-35
352
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Tabrani Rab:
“Riau Merdeka, To be or not to be”

Ketika itu jam menunjukkan pukul 11.30 malam; buigen September 1985. Saya
bimbing juga mendiang Pak Soeman HS yang telahtar80 tahun, tertatih-tatih
di seputar gang di jalan Seroja. “Assalamu’alaikurh.kata pak Soeman.
Kedengaran dari dalam suara “siape tuu...”. “kami.kdta pak Soeman lagi.

*k%

Sekalipun Sudah ada sumpah ala pocong di sebuahrbahwa yang akan
dipilih menjadi Gubernur Riau adalah Ismail Suka daukannya Jendral Besar
Imam Munandar, namun usaha terakhir saya bersakn8geman adalah mengetuk
pintu para anggota DPRD. Usaha kami ini dimaksudkger yang dipilih adalah
Ismail Suko, orang kecil dari daerah ini, yang ‘gkin’ tak sehebat sang Jendral
dari Pacitan itu (Imam Munandar).

Ketika keesokan harinya pemilihan gubernur dilakukeh anggota DPRD,
dengan hati berdebar-debar kami mengikuti acarailipem ini. Tampak Intan
Judin, sang anggota DPRD, mencatata hasil pemiliharsambil tiap sebenar
melihat arlojinya. Syahdan, benar saja, Ismail Sbkohasil memperoleh suara
terbanyak. Tak ada rasa kegembiraan yang lebilr,besdihat hasil pemilihan ni.
Saya pun langsung menelpon seorang rekan di HamHarg Kalipke. Besoknya,
gemparlah Indonesia! Semua koran memuat beritd persilihan.

Selang sehari, Simanunsong dari Majal@mpoMedan menghubungi saya
dan mengupas pemilihan ini menjamiver storymajalah tersebut. Teman saya,
Zaili Asril, terus memuat berita ini di KorarKompas secara beruntun.
Eeee...komentar pertama ketika ditanya wartawan, KApalsmail Suko bakal
menjadi gubernur Riau?”, dengan tegas Benny Moeérdsengatakan: “Siapa
bilang?”.

Tahulah saya kini bahwa hak-hak demokrasi di Redaht terkubur. Dua
tahun kemudian dalam depresi yang berat, Imam Miarameninggal. Aneh,
gubernur Lampung, yang juga meninggal dalam walktngytidak jauh berbeda
dilantik menjadi gubernur dan orang Lampung lagetika Baharuddin Yusuf,
teman sejak mahasiswa, saya nyatakan bahwa diaddkatik menjadi gubernur,
maka Eba—panggilan Baharuddin Yusuf—tertawa lepasgdn ceria. Tak
disangka tak dinyana, Soeharto malah mengicemetaker Athar Sibero untuk
mendudukkan Soeripto—mantan Panglima Komandan &watian ketua Fraksi
ABRI di DPR RI. Untuk kedua kalinya tahulah sayawa secara politik Riau akan
dilumatkan oleh pusat. Hilanglah hak-hak politikigsa Riau.

*k%k

Lebih dari 30 tahun sebelumnya, minyak Riau tekatkuras habis. Dan
APBN sektor minyak ini, tetap lebih tinggi dari seklainnya. Untuk Sakai yang
tersisa hanyalah kwartet dari ABRI, Pertamina, €&altengan polisi. Birokrat sang
lurah yang Golkar, merampok tanah Sakai yang pesherigan minyak hanya
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menghalau mereka. Padahal oleh kolonial Belandagakem tanah Sakai ini
sebagai ‘Rokan Staaten”, dan diakui pula otonorkaBai oleh Sultan Siak.

Tetapi pemerintah yang menamakan dirinya Repuhtllomhesia yang konon
beradab itu, menghalau Sakai ini persis seperti lnatan. Hancurnya sendi-sendi
kehidupan ekonomi rakyat yang mengikuti Sakai Geanini ketika 72,4 persen
dari hutan Riau dibagikan kepada HPH dan usahaeparlan sambil membawa
ratusan ribu transmigran dari Jawa. Maka saya pemyadari bahwa hilanglah hak-
hak ekonomi bangsa Riau ini yang lebih terjamirikiketnereka dijajah Belanda
dengan perjanjian pendek yang lebih dikenal defigarte Verkraling”.

Belum juga lagi luluh lantak ekonomi dan politik Riau, maka musibah
baru pun muncul dengan keluarnya Undang-undang SNdahun 1979 yang
menyamakan struktur pemerintahan desa sebagai busktya rakyat dengan
pemerintahan di Jawa. Yang ingin dicapai oleh partedr pusat adalah mengubah
sistem unitarian menjadi uniformitas dan pada lahglkelanjutnya menuju ke
otoritarian. Semua bangsa Indonesia menyadari kesgaman dalam kesatuan,
Bhineka Tunggal Ikaunity in diversity, e pluribus unum ‘from many, brmaka
dari sini perang budaya sebagai simbol sosial—sgl@mnteng terakhir—haruslah
ditabuhgendangkan.

Akan tetapi, dengan undang-undang tersebut, haééngepenghuluan di
Riau, Wanua di Irian, Nagari di Sumatera Barat 8abak di Bali. Sebab, sejak
republik ini diproklamirkan, konflik pusat dengaaetah selalu diselesaikan pusat
dengan senjata seperti pemberontakan Republik Mal8klatan dari PRRI
Permesta.

Khusus untuk Riau yang merupakan daerah penghasilsal terbesar
dengan sumbangan devisa sekitar Rp 60 triliun da@tahun. Akan tetapi, hutan
Riau habis dieksploitasi dan yang tertinggal hassfatar 0,2 juta hektar saja. Saat
ini yang masih ‘perawan’ tinggal sekitar 450 ribektar. Bahkan pasir dari Riau
dijual untuk reklamasi Singapura, serta sekitar7 §@ersen peranan hak ulayat
rakyat Riau diambil oleh konglomerat di Jakartaeif-daerah yang produktif,
seperti Batam dan Natuna, justru dipisahkan daenditk otorita sendiri. Hanya
dua hal yang tertinggal, sampah dan limbah! Danaw®bu saja yang belum
sempat dikirim ke Jakarta.

*kk

Setelah 37 tahun menjadi bagian dari Indonesiayanakat Riau bukannya
sejajar, baik dari segi pendidikan maupun ekonoenigdn masyarakat daerah lain.
Akan tetapi, justru menjadi salah satu provinsiggygumlah penduduk miskinnya
paling banyak di Indonesia, yaitu mencapai angkatae42,3 persen. Menjadi
provinsi yang terburuk sesudah Timor Timur memisahkdiri. Sementara
sumberdaya alam dijarah habis oleh pusat dan hampiua desa di Riau tergolong
dalam desa miskin.

Kita pun boleh melihat ke mana saja, ke hak-haksiassmnusia yang
dikumandangkan oleh Nyonya Rossevelt tahun 1948vé&ahegara haruslah
mampu melindungi hak-hak asasi manusia. Tetapik segaublik ini didirikan
dengan berkedok Undang-undang dasar 1945 dan Bekstden 5 Juli 1959, pada
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hakekatnya adalah pembabatan terhadap demokrasiatahak rakyat Indonesia
dan khususnya untuk bangsa Riau.

Kita boleh juga melihat kepaditernational Covenant on Civil and
Political Rights dan International Covenant on Economics, Social andt@al
Rights Bila hak-hak asasi ini telah hilang, maka sudalatrs/a kita untuk
menyatakan memisahkan diri dari Republik IndoneS&bab Republik ini dibentuk
berdasarkan konsensus saling mempercayai antagsddRiau dengan bangsa
Indonesia, tanpa paksaan apa pun.

Maka kita pun kembali ke preambule Undang-undanggabD&945; “Bahwa
sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segalaadémgmasuk bangsa Riau)
dan oleh Sebab itu, maka penjajahan di atas dumiashdihapuskan (termasuk
penjajahan Republik Indonesia), karena tidak sedaagan prikemanusiaan dan
prikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdeRaaun telah sampailah kepada
saat yang berbahagia dengan selamat sentosa, nemkganrakyat Riau ke depan
gerbang kemerdekaan Riau, yang merdeka, bersatlgutat, adil dan makmur”.

Yang menjadi masalah utama cara untuk merebut kkskean dengan
kekerasan adalah selalu merupakan model pemisahayadg gagal. Terdapat
setumpuk harapan yang diberikan contoh oleh Sirrgagan Brunei, bagaimana
mereka memisahkan diri dari Malaysia be or not to benilah jalan yang ingin
dicapai oleh Gerakan Riau Merdeka.

Sumber Tulisan ini dibuat Tabrani Rab sebagai pengahtdu Edyanus
Herman HalimMengapa Harus Merdeka?: Tangis dan Darah RakyatiRalam
Memperjuangkan Sebuah MarwdRiau: Unri Press Pekanbaru, 2001. Hal. 15-20
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Anonim:
“Andaikan Saya Manusia Merdeka”

Lonceng gereja berbunyi di seluruh Maubere. Digpejalan kota bendera
dan rumbai-rumbai berwarna-warna dipasang. Gedamjok gubernur dan pos
militer temboknya dicat, dan berulang-ulang dildgtan. Halaman rumah-rumah
penduduk diharuskan memasang bendera Merah puetilihdat kesibukan oleh ibu-
ibu dharma wanita menyiapkan perayaan. Ada juga yakin panggung terbuka
untuk pertunjukan musik, tari dan drama pada maam Di siang harinya ada
lomba olah raga dari tingkat desa sampai kota @armacam-macam jenis
olahraga, di mana pemenangnya berhak mendapatkdiahhsSeru! Dan ramai
sekali.

Menurut laporan yang ditulis di surat kabar, kek#u itu semua
dilangsungkan untuk menyambut perayaan pembebasandsia merdeka. Bulan
Agustus tepatnya tangga 17, bangsa Indonesia neentekjadi negara republik
kesatuan.

Menurut lembaran sejarah yang ditulis oleh ahlii d&landa maupun
beberapa akademisi dari Australia, bangsa Indomesiaah dijajah oleh kolonialis
Belanda selama 3,5 abad dan diteruskan oleh pbajajdepang selama 3,5 tahun.
Praktek penjajahan yang sulit dilupakan oleh bargdanesia, mulai dari tindak
kekejaman terhadap rakyat Indonesia maupun perampeasta rakyat....

Sebuah perayaan yang bermakna tentunya kalau bamyszesia sekarang
ini menjadi bangsa yang merdeka. Saya sangat mengtichari yang bermakna
ini seperti banyak orang Indonesia. Sebab sebeaathynana letak bahagianya
sebagai manusia yang masih ditindas oleh penjajalian

Seperti banyak orang-orang Indonesia nasionalig) yaencintai tanah
airnya, saya pun mencintai tanah air saya bahiah tlaripada yang terungkapkan
dalam sebuah kata-kata semata.

Betapa gembira dan sorak sorainya jika mampu mkasmyasuatu hari
nasional yang penting seperti itu! Saya ingin meingaorang merdeka, bukan nama
tapi makna dari arti sebuah kemerdekaan bagi maryasig tidak bisa dipalsukan
dari negara kesatuan Indonesia, yang bebas d&p sgtnindasan bangsa asing.
Betapa gembira dan sorak sorainya parasaan sayiapaaa bulan Agustus, hari
yang telah lama saya nanti-nantikan itu. Hari paaay kemerdekaan. Betapa
leganya hati saya nanti melihat bendera dwiwarnsgale batas merah berkibar.
Suara saya akan menjadi serak karena menyanyikdariesia Raya” sesaat musik
menggema. Saya akan bangga atas manifestasi y,as@an bersyukur kepada
Allah SWT dalam masjid-masjid karena kemurahanrsggja akan berdoa demi
keselamatan orang-orang Indonesia, termasuk mgeglgasedang berada di daerah
pendudukan, supaya kemuliaan kekuasaan yang maser letap berada di
belakang kita.

Saya akan tetap membayar pajak bukan untuk menays@@ kemerdekaan
melainkan untuk melaksanakan rencana Jendral Ttys8o dan Jendral Benny
Moerdani untuk menambah jumlah angkatan darat laakga demi melindungi
kemerdekaan Indonesia. Saya akan...sesungguhnyatéiiakagi apa yang akan
saya lakukan jika saya seorang Indonesia, kargrerearasakan akan melakukan
apa pun.
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Tetapi nyatanya tidak begitu, andaikan saya searaergeka pun saya tidak
akan mampu melakukan apa pun. Sesungguhnya sayakang perayaan
kemerdekaan mendatang itu dihormati seluas mungkiapi tidak akan saya
izinkan penduduk negeri pendudukan mengikuti pemyatu. Saya akan
mengekang keinginan mereka untuk ke pesta ria,dmb&ya lebih suka perayaan
itu tertutup bagi mereka supaya tak seorang pun mdumi Maubere mampu
melihat kebahagiaan kita sewaktu kita merayakarekdekaan itu.

Menurut pendapat saya, ada suatu yang tidak padgataya. Suatu yang
tidak senonoh jika kita mengharuskan pribumi Maahbiar mengikuti pesta-pesta
perayaan kemerdekaan kita. Sebab sementara kitayakan kemerdekaan kaki
kita menginjak kemerdekaan orang lain dan mendudaérah orang lain. Tidakkah
terasa oleh kita bahwa makhluk-makhluk yang malangga sedang merindukan
saat seperti ini, kapan mereka seperti kita, akampu merayakan kemerdekaan
mereka?

Dengan pertimbangan ini, bukan hanya tidak adilam&hn juga salah,
memerintahkan perlu membayar pajak untuk kelangsuriggmerdekaan negara
kita. Dalam gagasan mempersiapkan peringatan kekead itu saja sudah cukup
menghina mereka dan sekarang kita bahkan meramsokantong mereka.
Sesungguhnya itu adalah penghinaan secara morahalzmnial.

Di manakah sebenarnya letak keuntungan kita menggérakan peringatan
perayaan itu di tanah Maubere? Jika peringatan nigrupakan pernyataan
kebahagiaan bangsa Indonesia, tidaklah bijaksamaaéperayaan kemerdekaan itu
harus dirayakan di negeri yang terjajah. Akan tineerlawanan satu lawan satu di
tengah masyarakat itu. Atau apakah kita ingin memangkan kekuasaan dalam
suatu pengertian politik? Terutama dalam masa aagani rakyat Maubere sedang
giat mengorganisasikan diri mereka, masih terluddab menerima konsekuensi
dari kesadaran mereka, berdasarkan taktik mak& fdatas memberi contoh
tentang bagaimana seharusnya merayakan kemerdelesiaka.

Harapan-harapan mereka sedang terbangkitkan kersbahra tidak sadar
kita membangunkan keinginan-keinginan dan cita-amalia mereka untuk
kemerdekaan di masa mendatang. Apabila bulan Agusthun ini berlalu,
kolonialisme Indonesia telah melaksanakan suatuijadkslanaan yang tidak
bertanggungjawab. Saya tidak mau melaksanakanuaggyvab untuk merayakan
kemerdekaan meskipun sekiranya saya orang yangekeerd

Jika saya seorang yang merdeka pada waktu ini,aaamelakukan suatu
protes terhadap keinginan menyelenggarakan suafiygsn. Saya akan menulis
dalam setiap surat kabar, mengumumkan bahwa keingaperti itu adalah salah.
Saya akan memperingatkan pada semua teman sayaasé&séonialis tentang
bahayanya menyelenggarakan perayaan kemerdekaanwaddu ini. Saya akan
menasehati semua orang Indonesia supaya jangakanprasaan rakyat Maubere
yang telah mulai berani mengingkari kita dan yae@pemarnya dapat berbuat
demikian. Sesungguhnya saya akan memprotes sdiemasmiya sebagaimana
kekuasaan membenarkan saya.

Tetapi saya bukan seorang yang merdeka, saya leggrang pribumi
jajahan dari bumi Timor Timur, seorang yang didewkum kolonialisme Indonesia
tiap hari, oleh karenanya saya tidak punya kekuagirmemprotes.
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Karena jika saya benar-benar memprotes, pemeraitah marah kepada
saya, mereka akan menganggap saya sebagai mengtoresia yang sekarang
memerintah negeri saya. Itu sebabnya saya tidak tigak boleh saya lakukan
lagi.

Mereka juga akan menganggap saya telah bertingiah tidak senonoh
terhadap Paduka Yang Mulia Presiden, Presiden Yaargormat, dan tindakan
seperti itu tidak dapat dimaafkan karena saya hdaeorang pribumi dari
jajahannya dan yang mesti selalu setia kepadanya.

Karena ini saya tidak akan protes. Sebaiknya skga mengikuti perayaan-
perayaan itu. Adalah tugas saya sebagai seorahgnmridari negeri jajahan ini
mengikuti perayaan-perayaan kemerdekaan negernéisit itu, tanah air penjajah
saya. Karena ini adalah suatu kesempatan yang b@gk kita memperlihatkan
kesetiaan kepada Republik Indonesia.

Betapa bahagianya saya. Syukurlah saya bukanlaig orgerdeka dan
bangsa Indonesia.

Baik, saya mulai muak dengan kata sindiran ini dsaya akan
mengesampingkan semua sindiran pada pemulaanlartiké\pa yang melukai
perasaan saya dan perasaan orang-orang senegeradalph terutama gagasan
supaya orang-orang pribumi harus membiayai pekegekerjaan yang
keuntungan-keungannya mereka sendiri tidak turutbagmn. Apakah
keuntungannya bagi saya, perayaan yang kami turuembantu
penyelenggaraannya? Sedikit pun tidak. Paling hangagingatkan kami bahwa
kami bukanlah rakyat merdeka dan bahkan “Indonesiak memberikan
kemerdekaan kepada kami.” Paling tidak selama Th@@p Syafei memerintah
negeri ini.

Kami rakyat Maubere telah merdeka berbentuk neBegublik Demokrasi
Timor Timur pada tanggal 7 Oktober 1975 telah mlanjan roda pemerintahan
berarti rakyat Timor merdeka penuh dari koloni@&ng dengan ibukota di Dili.
Tetapi tiba-tiba tanggal 15 Juli 1976 Timor Timukldim menjadi bagian dari
daerah Indonesia tanpa mengindahkan kemerdekaakedkaulatan rakyat Timor
Timur.

Jadi sangat sulit bagi saya untuk percaya padaakepemerintahan yang
hanya dilandasi slogan-slogan menifestasi yangiimage pun indahnya sampai
sakral dikatakannya tanpa pertimbangan nurani kesiaan dan keadilan serta hak
hidup bangsa lain.

Saya sadar dan rakyat di Maubere pun telah mengé@d pemerintahan
Indonesia itu sebenarnya. Tak ada bedanya dendani&ds dunia lainnya. Militer
Indonesia pun tangannya menumpahkan darah di bumibbte. Kalau Belanda
menjajah Indonesia menjagal manusia Indonesia |éRafoen, Daendels, sampai
Westerling memakan korban nyawa, sekarang militdomesia pun tidak kurang-
kurangnya membunuhi rakyat Maubere. Di tahun 198&@sti Internasional yang
berkedudukan di London melaporkan, diperkirakan.@@® rakyat Timor Timur
telah terbunuh oleh tentara pendudukan Indonedemse16 tahun menguasai
Timor Timur. Dan tindak teror setiap saat dan jarug dijalankan seolah kami
binatang yang membahayakan bagi sebuah negaradegsati Indonesia ini.

Peristiwa arak-arakan di pemakaman Santa Cruz nréhgikanm wajah
sang kolonial Indonesia sebenarnya. Di mana rakgaberdaya selalu diintimidasi
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bahkan dibunuhi seperti nyawa manusia tak adayartiReristiwva 12 November
1991 di Santa Cruz adalah budaya kebiadaban yaamafing oleh kolonialisme
Indonesia seolah yang dihadapi adalah sosok mayasgatidak punya hak hidup.

Dengan tanpa beralasan para militer Indonesia nmpaken penyebab
peristiwa itu pada rakyat kami. Bahkan diantara ika@ang muda dan tahu
peradaban dunia telah memprotes tindakan brutamilah dituduh melakukan
sebuah kerusuhan di sebuah negeri yang menghokeaterdekaan ini. Para
militer Indonesia yang jelas-jelas membunuh denganalnya pada bangsa kami
hanya dijatuhi hukuman tak lebih dari 10 bulan sgd&ami yang menderita
diinjak-injak kemerdekaan dan martabat kami sebaganusia malah dijatuhi
huhkuman seumur hidup.

Jelaslah bagi saya sekarang ini bangsa yang meanlieemerdekaannya
lewat UUD 1945 dan falsafah Pancasilanya tak lelaith gerombolan perompak di
lautan Timor. Sejak awal perjuangan kemerdekaaralsewterjadi perundingan
penentuan hari depan bangsa kami, pemerintah Is@otidak pernah simpati pada
pembebasan rakyat Timor Timur yang sejati.

Bahkan para pejabat sampai Presiden Indonesia adaga adalah
kemugkinan yang ‘paling kecil dengan alasan rakyamor Timur belum
mempunyai tenaga terdidik untuk membentuk pemeérartayang capable; kedua,
national resources/ang dipunyai tidak memadai bagi jaminan berdairsgbuah
negara yang bebas, merdeka dan berdaulat.

Betapa sombong dan congkaknya pernyataan pernygi@amerintah
Indonesia ini, saya jadi teringat hujatan tuan-tisetanda pada para budaknya
bangsa Indonesia. Sekarang hujatan tuan Belarida yang dipakai oleh si budak
pemerintah Indonesia yang sekarang menjadi tuaadeekami rakyat di Maubere.

Pemerintah Indonesia sebagai budak bangsa Belamdaang sekarang
menjadi budak yang mewarisi sifat tuannya. Sangbai sendiri lupa bahwa
bangunan nasionalisme Indonesia itu pun lahir de@yasa politik etis Belanda.
Bagaimana bisa seorang yang pernah luka oleh sepaamdasan sekarang
mempraktekkan penindasan pada bangsa lain!

Apakah semangat nasionalisme bangsa Indonesialdtk pernah lahir atas
landasan pertimbangan keadilan dan kemanusiaangaRk&mi terus tercengang
ketika pemerintah Indonesia terus mengangkuti kakayminyak bumi dan
cadangan gas alam yang semuanya mempunyai nikstasi sebesar US$ 261,72
miliar diangkut para perampok Indonesia dan kapitaérat lainnya. Padahal tiap
hari rakyat Maubere hanya menerima imbalan harditan pembunuhan dan
tuduhan subversif sesuai dengan peraturan pemelfintd@dnesia yang secara jelas
tak pernah dirundingkan dengan rakyat kami.

Apakah saya terus meyakini keadilan yang terus kdgdean oleh
pemerintah Indonesia sekarang ini? Kami dibuat mislan dirampas hak hidup
kami, tetapi masih diharuskan mengatakan Indonesgara republik yang
berkeadilan dan berprikemanusiaan.

Sebenarnya saya sadar gagasan perayaan kemerddiké@amah Timor
Timur tidaklah banyak artinya. Sebab sesungguhikg gaya orang yang sudah
merdeka saya tidak akan pernah merayakan perindaanerdekaan di sebuah
negeri yang masih sedang dijajah. Pertama-tamaas@ayamemberikan rakyat yang
terlanjur kita jajah itu kemerdekaan kita secanasleiuen.
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Sumber David Bourchier & Vedi R. HadizPemikiran Sosial dan Politik
Indonesia Periode 1965-1999akarta: PT. Pustaka Utama Grafiti, 2006. Ha2-35
358. Dalam pengantar untuk tulisan ini, Bourchian ¢Hadiz menulisPada 1913
seorang nasionalis Indonesia Soewardi Soeryaningnaimbuat skandal ketika
artikelnya yang berjudul “Seandainya saya seoranglaBda” muncul dalam
suratkabar berbahasa Belanda De Express. Artikabyterkenal itu memanfaatkan
perasaan seorang nasionalis Belanda menjelang skkbmerdekaan Belanda dari
kekuasaan Napoleonic untuk menunjukkan bahwa rakghmnesia juga memiliki
cita-cita yang sah untuk meraih kemerdekaan. Daladokumen yang
disebarluaskan melalui jaringan surat elektronikdpal992 ini, seorang nasionalis
Timor Timur yang anonim dengan sengaja meniru kaktang sama, dan
menggunakan banyak bahasa yang sama, untuk mengionaag Indonesia agar
mengakui cita-cita rakyat Timor timur. Versi bahdsggris yang sudah diringkas
dari nashkah berbahasa Indonesia pertama kali mun@eam Inside Indonesia
(Desember, 1992: 7-8).
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Manuel Kaisiepo:
“Permasalahan di Irian Jaya”

Penting untuk dipahami, aksi-aksi perlawanan yaogcul secara sporadis
hingga beberapa tahun terakhir ini tidak lagi disi oleh tujuan separatis ingin
mewujudkan ‘Negara Papua’, melainkan lebih karexkof-faktor lain, misalnya
ketidakpuasan sosial.

Gerakan-gerakan perlawanan yang bersifat sporadisvalau pun masih
menyandang nama OPM, namun sesungguhnya hanya ‘QRI&mM tanda petik)
yang tidak dilandasi oleh keyakinan, cita-cita tgoan politik yang jelas.

Yang menjadi persoalan sekarang, sekalipun eksistgerakan-gerakan
perlawanan dengan nama ‘OPM’ itu tidak berarti agara politik dan lebih-lebih
secara militer, tetapi tetap perlu mendapat pexhamengapa gerakan-gerakan itu
masih ada hingga kini. Sebab tanpa pemahaman gtagygkar persoalannya, kita
senantiasa akan tergelincir dalam kesimpulan kelengenai aksi-aksi perlawanan
tersebut.

Ada dua faktor yang tampaknya langsung atau takslamy berkaitan
dengan masih munculnya gerakan-gerakan perlawasaebut. Pertama efek
sampingan dari pendekatan keamanan yang untuk gamgiktu cukup lama
dijalankan di daerah Irian Jaya. Kedua, dampak dagberapa program
pembangunan yang justru dirasakan rakyat setemdiagai merugikan
kepentingan mereka.

Trauma ‘OPM’

Pendekatan keamanan dalam bentuk-bentuk operatrming dijalankan
secara intensif dan dalam waktu yang cukup lamalridn Jaya, memang
dimaksudkan untuk menumpas perlawanan OPM selan@lpel 965 hingga 1970.
Operasi-operasi militer yang intensif itu pada sptbak bisa menghancurkan
kekuasaan kelompok-kelompok perlawanan OPM, nameminggalkan ‘efek
sampingan’ berupa rasa takut yang mendalam daarbefarut bahkan menjadi
trauma di kalangan rakyat Irian.

Mereka senantiasa dihantui trauma dicap sebagaVl'Ostatu trauma yang
mirip dengan apa yang dialami sebagian pendudu&saech Jawa usai penumpasan
G30S/PKI tahun 1965/1966, yaitu ketakutan dicaagab'PKI'.

Celakanya, ketakutan akan cap ‘OPM’ itu seringkaditru dimanfaatkan
oleh oknum-oknum tertentu, baik dari aparat pent@nirmaupun swasta, untuk
menakut-nakuti rakyat. Apabila rakyat misalnya nmiekanelepaskan tanah-tanah
mereka untuk keperluan pembangunan proyek-proyekepetah atau swasta,
dengan mudah mereka akan dicap ‘OPM’.

Ketakutan dicap sebagai ‘OPM’ itulah yang sering njadi faktor
pendorong bagi sebagian rakyat Irian untuk melaridai ke hutan, atau malah
menjadi pelintas batas menyeberang ke negara tgtaPiNG. Sesungguhnya
tindakan mereka melarikan diri ke hutan, atau meeseng ke PNG hanyalah
merupakan tindakan mencari selamat, atau semacdmnmme pertahanan diri
(self defense mechanism).

Melarikan diri ke hutan, hanya karena takut dicadpMD seringkali malah
berbalik menjadi bumerang, karena dengan tindakareka seperti itu, akhirnya
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benar-benar dicap sebagai OPM, dan kembali mergasiaran operasi militer.
Contoh dari kasus semacam ini adalah peristiwao@ks sejumlah besar rakyat
Irian ke Papua Nugini awal tahun 1984.

Pembangunan dan kemiskinan

Pembangunan yang dijalankan pemerintah Indonesikiati Jaya sejak
integrasi hingga kini memang telah berhasil di bepa sektor dan hasilnya benar-
benar bisa dirasakan rakyat Irian Jaya.

Tapi di sisi lain, pendekatan pembangunan yandcalian dan dampak dari
beberapa program pembangunan yang ada, justru ikemugakyat Irian, yang
seterusnya menimbulkan rasa tidak puas, kecewgkahapada titik ekstrem,
mendorong mereka melakukan aksi-aksi perlawanamedpa contoh ala kadarnya
akan dikemukakan di bawah ini.

Pembebasan tanah-tanah adat milik rakyat untuk rkege penebangan
kayu (HPH), untuk program transmigrasi atau progekyek lainnya tanpa
menghiraukan hukum adat yang dianut rakyat setengeaing menjadi pemicu
timbulnya rasa tidak puas yang kemudian meningkebjadi aksi perlawanan
kepada pemerintah.

Membanijirnya transmigran dari Jawa dan arus migemnSulawesi Selatan
yang menguasai hampir seluruh sektor dari kelasengah sampai kelas bawah,
jelas dirasakan suatu yang tidak adil buat rakyan UDaya.

Dalam catatan Kanwil Transmigrasi Irian Jaya, dikei bahwa jumlah
transmigran dari Jawa sejak Pelita | hingga Paliteerus meningkat, dan pada
bulan April 1993, 23.947 KK atau sebanyak 102.94/4.|

Sedangkan arus migran dari Sulawesi Selatan yatapglge Irian Jaya,
menurut penelitian George J. Aditjondro, adalahesab 3.000-4.000 orang setiap
tahun, sehingga dalam periode 1970-1985 diperkiraiekitar 60.000 migran asal
Sulsel yang menetap di Irian Jaya, yang tentungdajla lebih membesar lagi saat
ini.

Kehadiran para migran itu ternyata membawa bebetapgpak negatif, di
antaranya:

1. cara berjual beli yang tidak fair;

2. persaingan usaha yang tidak seimbang antara mdesigan penduduk
asli;

Pengurasan sumber-sumber alam hayati di laut madipiarat;
Konflik-konflik tanah;

Perkawinan bermotif bisnis;

Kriminalitas.

o0k w

Demikian pula kalau kita persoalkan perasaan tplsds di kalangan muda
lulusan SLA dan Perguruan Tinggi yang menganggarenha sebagian besar
pekerjaan telah diduduki oleh ‘pendatang’ (suatiials yang punya konotasi
negatif).

Dari data Kanwil Depnaker Irja tahun 1992, terurmKaahwa jumlah
pencari kerja terbesar adalah lulusan SLTA seba®@akl8 orang, disusul SD
sebanyak 23.018 orang, SLTP 15.369 orang dan sadjagloma sebanyak 5.902
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orang. Jumlah besar generasi muda yang belum maindakerjaan itu, jelas bisa
melahirkan berbagai implikasi sosial yang cukugkpel

Belum lagi kalau disinggung soal kemiskinan di kgkan rakyat Irian,
khususnya yang tinggal di daerah pedesaan. DaArdfinsi yang secara regional
mempunyai persentase penduduk miskin yang beraalaslrata-rata nasional pada
tahun 1987, Irian Jaya berada di urutan teratast(B848)

Demikian juga kalau kita amati investasi pembanguii@n pendapatan per
kapita di Irian Jaya. Investasi di daerah ini cukugsar di sektor pertambangan dan
pengelolaan hutan. Dalam urutan komposisi PDRB ldaya menurut Lapangan
Usaha tahun 1990, sektor pertambangan adalah garegar, yaitu 31,55 persen.

Masalahnya keuntungan dari proyek pertambanganmanjadi milik
pemerintah pusat, sehingga hanya sedikit hasilaysy Yisa dinikmati penduduk
Irian Jaya sendiri. Akibatnya ironis, dari segi gapatan per kapita Irian Jaya
adalah paling tinggi, namun kesejahteraan pendy@ulebih buruk dibandingkan
daerah lainnya. Pendapatan per kapita Irian Jéyet2985 sebesar 565.086 persen
dan tahun 1990 sebesar 690.339 persen dengamatataertumbuhan 4,43 persen.

Akumulasi dari berbagai rasa tidak puas dan kectavaadap dampak
negatif pembangunan, serta realitas kemiskinan yaeldit kehidupan rakyat Irian
Jaya, jelas merupakan faktor-faktor yang seringjatermpendorong bagi sebagian
dari mereka untuk melarikan diri ke hutan, memblergarombolan-gerombolan
bersenjata melawan pemerintah, atau melintas katB&NG.

Jelas bahwa aksi-aksi perlawanan sejak tahun 18%Wyyd saat ini yang
dilatarbelakangi oleh rasa ketidakpuasan dan kenaekitu, bukanlah gerakan
yang dilatarbelakangi oleh tujuan politik ingin meentuk ‘Negara Papua’ seperti
halnya di tahun 1965 hingga 1970, walau pun demgadah mereka akan dicap
‘OPM’.

Sumber: David Bourchier dan Vedi R. HadiBemikiran Sosial dan Politik
Indonesia Periode 1965-1999akarta: Pt. Pustaka Utama Grafiti, 2006. Hab-34
350. Tentang asal-usul tulisan ini, Bourchier & Eaghemberikan catatan sebagai
berikut; “Intisari ini berasal dari makalah semir@eh waratawan moderat dari
Papua, Manuel Keisiepo, yang menyoroti sejumlaihah utama rakyat Papua di
bawah Orde Baru. Makalah ini juga menggambarkaitngal memunculkan
gagasan nasionalisme regional dalam atmosfir kojiing mengabaikan semua
gagasan. Makalah berjudul ‘Ke-lrian-an dan Ke-Indesia-an: Mengkaji
Nasionalisme dalam konteks lokal’ ini disampaikatach sebuah seminar tentang
nasionalisme Indonesia Menjelang dan Pada Abab HiXBalatiga pada Juni 1993
(Kaisiepo, 1993)
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